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PETUNJUK TEKNIS PRIORITAS PENGGUNAAN

_ .PERATURAN BUPATI MAMUJU

ENGAN | [-? AHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU

'PROVINSI'SULAWESI BARAT
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".::NOMOR O4.TAHUN 2020
‘ v

| TENTANG

\

DANA DESA TAHUN 2020

o . BUPATI T MAMU.TU,

bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk

merp!h-la}rn1 pn'lg'lrnahn-:n program r‘ah kegjatan Ai
bidang pembangunan Desa dan| pemberdayaan

masg}‘arakat Desa, sehingga Bu=pa1:1 melalcukan

'pemli:maan, pemantauan dan evaluas1 secara

berjenjang sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2]

_Peraturan Mentri Lesa, Pembangunan Daerah |
Tertmggal dan Transmigrasi Nomor| 11 tahun 2018 -

tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020,

perlu‘j mengatur Petunjuk Teknis Prioritas Penggunaan .
' Dana Desa Tahun 2020 dalam Peraturan Bupati;

bahx;ira berdasarkan -pertimbangan sebagaimana
dunaksud dalam huruf a, perlu menetlapka;n Peraturan—
Bupatl tentang Petunjuk Teknis Prioritas Pengglmaan
T)ana! Desa Tahun 2020, :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun| 1959 temtang T

Pembientukan Daerah-Daerah Tingkat I di Sulawesi

'(Lemblaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik S
- -Indonesxa Normor 1822); :

Undang—Undang Nomor 26 Tahun| 2004 tentangf

Pemb:entukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran -
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105~ »+;
1ambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomm'”

4422), -
Undaétg-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa_

,(Lembﬁaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran \Itegara Repubhk

- Indont =31a Nomor 5495);

b ]
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'Lemblrran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Und Q-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Perm ‘ tahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonema Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan -

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

aeuagamiana telah  diubsh ucberapa kali terakhic. & .-
dengan Undang-Undang Nomior 9 ’I‘ahun 2015 tentang: .. ...
: Pembahan Kedua Atas Undang-Undlang Nomor: 23 ..%. <.
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran = -~

Negati'a Republik Indonesia tahun ?015 Nomor 58,
Tafnl:lahan Lembaran Negara Republik|Indonesia Nomor
5679), -

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang = ..
_ Perat{lran Pelaksanaan Undc.ng-Unldang Nomotr 6 - -~
' .Ta.hu1n 2014 tentang Desa (Lembaran|Negara Republik ...

Indone31a Tahun 2014 Nomor (123, Tambahan

Icmba:an Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebaganmana telah diubah bebereltpakah terakhir . -

aengan Peraturan Pemerintah Nomor! 11 Tahun 2019

' tentahg Perubahan Kedua Atas Peratura.n Pemerititah:

Nomcltr 43 Tahun 2014 tentang Pera.turan Pelaksanaan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .

(Lemlﬂaran Negara Republik Indoneéna Tahun. 2019 -
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubhk :

Indor{‘esm Nomor 6321);

. ._Peratﬁran Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang ..
: Danaiw Desa Yang Bersumber Dari Anggars.n Pendapatan
. dan |Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
.Indonema Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan

Lembia.ra.n Negara Republik Indones1a Nomor 5558)
sebagalmana telah  diubah Danan Peraturan
Pemenntah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 20L5

tentang Perubahan Atas Peraturan Peme:mtah Nomor - .

60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Ya.ng Bersumber.
Dari lJ Anggaran Pendapatan. Dan |Belarnja. Negarzs.

(lembaran Negara Indonesia Tahun 901'-3 Nomor 88
Tamb’ahan Lembaran Negara Republik lIndonema Nomor:
5694)ﬂ Peraturan Pemerintah Republik Indonema Nomor

‘8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua: atas: .o

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahiin 2014 temtang
DanajDesa Yang Bersumber Dari Angglaran Pendapatan
Dan |Belanja Negara (Lembaran Negara Indone51a
Tahun 2016 Nomor 57);

Peratl.‘1ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

'Penge'lolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Repubhk Indonesia Tahun 2019 NomAr 42, Tambahan
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Peraty m Menteri Dalam Negeri Nomor. 114 Tahtm ',"j"'_:‘
5014 |tentang Pedoman Pembangunan Desd {Berita v -
Negara‘t Republik Indonesia Tahun 2014 Nomtor 2093);

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembgntukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara

]
nep pub]ﬂ\ Indonesia Tahun 2015 NGIﬁOJ. 2036)

'sebagasmana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun| 2018 tentang

. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum - |

- 10.

11.,

12.

13.

14.

15,

16.

17.

18

,Tahun 2016 Nomor 6);

Daer?h (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 20‘18‘
'Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomolr 84 Tahun 2015 y
tentang Susunan Organisasi Dan Tata = Ketja .
Peménntah Desa (Berita Negara Republik Indmem:a

Pera! ran Menteri Dalam Negeri Nor:c%ar 1 Tahun 2‘0‘1?“6 <
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indones1a Tahun 2016 Normor 53);

Pera!turan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tent?ng Kewenangan Desa (Berita |Negara Republik
Indone31a Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 " e
tent1 g Laporan Kepala Desa (Berita Negarz. Republik =
Indonesna Tahun 2016 Nomor 1099); B

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Talun 2016:‘-‘ o
tentiang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita: Negara.
pubhk Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100j;

Pératuran Menteri Kenangan Repubhk indonesia Nc’mur
225/PMK 07/2017, tentang Perubshan kedusa a‘f:as(

" Peraturan Menteri Keuangan Nomor| 50/PMR.07 /2017,

te Emg Pengelolaan Transper Ke Daerah dam Dana. , -'
De a ,::";;'.::' -
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
ch’?‘;P‘vﬁx .07/2017 Temtung Perubahan Rincian Dﬁ.ﬂd’.

Desa Menurut Daerah Kabupaten| Tahun Anggaran
2018

Periaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

'tentang Pengelolaan - Keuangan Desa (Berita Negara

=pubhk Inaonesm Tehun 2018 Nornor 611);

Pexiatura.n Menteri Desa, Pemli)angunan Daerah
Tertmggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019¢..

ter%tang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 202G

. |
' (Bt?pta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomm‘

1012);
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; . . - 19. Peratl.ran Menteri Dalam Negeri Namcnl' 33 Tabmun: 2019 - .. .-
e | . ta:%g Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Ll
' o da:n. Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita: P

Negarh Republik indoriesia Tahun 2019 Nomor 655); . &

o |

20. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 . mtang
Perubahan atas Peraturan Bupat Nomor- 14 Tahun
2016 ‘tentang RKPD Tahun 2016 |(Berita Daera.h.=
Kabupaten Mamuju Talnin 2016 Nomor 567).. :

i :

ik (i

o b

Menetapkan PERA'I'URAN BUPATI TENTANG PETURJUK TERNIS

1. = e

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAEN 2020,
{ L
‘ BAB I :
' w KETENTUAN UMUM
Paqsl 1

e Dajzm_PEraturan Bupanlm yang dimaksud dengan ' L e
- - Dagrah adalah Kabupaten Mamuju. s i
. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju. o 3
-Bupati adalah Bupati Eviamuju

Dings. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang sela:uumya disingkat
. ‘DPMD adalah Dinas Pemberdayaa.n Masyarakat dan Desa Kabupaten
Mamuju. ’
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yvang selanjutnyva
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
i _ . Kabupaten Mamuju. |}
F 'f: . B.. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yanz memiliki batas-batas .
: " wilayah yang berwerllang untuk mengatur dan mengm'us UTUSAR: 7o
. pemerintahan kepentmgan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa: .
masyarakat, hak asall usul, dan/atau hak tradisional |yang diakui dan "
L ~ dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesama.n Republik:
. . . _ Indonesia. :
C 7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran penﬂaﬂntnﬂ dan ‘
. _ . belanja Negara yang Ehperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui. 2
. .anggaran pendapatan‘ dan belanja Daerah’ Kabupaten[ dan digunakan '
untuk membiayai penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan |
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan| pemberdayzan
masyarakat. |
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan
kepennngan masyaral« at setempat dalam sistem pemel-nntahan Negara
_ Kesatuan Republik Indonesia. Ry
9. Pemerintah Desa ada_l‘ah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai.
' uTsur penyelenggara ITemennyahan Desa. .
10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggarasn kegiatan pemerirmtak- ..~ ..
i
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11, Perangkat Desa adalah sekertaris Desa, pelaksaan kewilayahan dam
pesaxsa:ma.u lekriis,
12." Pemegang kekuasaan pengelolaa_n keuangan Desa, yang selanmjutnya
disingkat PKPKD ad ?lah Kepala Desa yang karelna jabatannya
mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
- keuangan desa. |
| 13, ' Pelaksanaan pengelola.an keuangan Desa, yang selaantnya disingkat.
| PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan: - :
- keuangan Desa berdasa.rkan keputusan kepala desa yanl,g menguzasakan;:
| - sebagian kekuasaan PKPT{D _ S

‘14, Sekertaris Desa adagép perangkat . d=sa yang berkedudukan sebagat;
" .| - unsur pimpinan sekertanat Desa yang menjalankan| tugas- 'seb'agai
Y ..f'kU'Ul'd]IlﬂtOI' PPKD, '; T
.15, Kepala urusan, yang selanjutnya d;sebut kaur, adalah perangkat Desa: :
yang -berkedudukan [sebagai unsur staf sekertarist Dees yang © .-
menjalankan tugas PPKD :

16. Kepala seksi, yang selanJutnya d15ebut kam, adalah perangkat desa
. yang berkedudukan sLbagm pelaksanaan teknis yang -menjalankan
{ . tugas PPKD,

17. Rekening kas Desa 'ada.lah Rekening tempat menyimpan uang
pemerintahan desa yal'lg menampung seluruh penerimaan desa dan
. digunakan untuk membayar selvruh pengeluara.n Desa |dalam 1 (satu) .
. Rekening pada bank yang ditetapkan.

Badan pprrn]_synwarn'mn Desa vang splnmuﬁwa disingkat BPD, adalah
+ lembaga yang melaksa!nakan fung31 pemerintahan yang anggotanya

merupakan wakil darj penduduk Desa berdasarkanl ‘keterwakilan -

wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10, Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang.

ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibalias dan disepakati -bersama
,i _ . badan Permusyawaratan' Desa,
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' ’ Ny 20. Rencana Pembanguna.nl Jangka Menengah Desa yang selanjutnya;
disirigltat RPJM Desa dalah Rencana Kegiatan Pembamgunan Desa
L untuk jangka waktu 6 (e; nam) tahun. :
' 21, Anggran,Pendapatan dcm Belanja Desa yang selanjuimya di singkat .
' APBDes adalah Renca'na Keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pernerintah Desa yang dibahas dan
~ BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa, ' R
. .22, Rencana kerja Pemennt.':'lh Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa ...
B adalzh penjabaran dari Rencana Pembangunan Ja.noka Menengah ﬁesa-f":.' - -
S umtuk jangka waktu 1 (sa’.tu) tahun, -
j '23. Dokumen Pelaksanaan |Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
's'.dalah dokument yang memuat rincian setiap kegiatan,anggaran yang.
. dlseﬁakan dan rencana. penarikan dana untuk kegiatan yang akan. |
. dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam
i " APBDes . o . Y

f\'l
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D4,

25.

. 26.

27,

6

Rencana Anggaran Kals Desa yang selanjutmya disebut RAK Desa adalah . -

dokumen yang memuat arus kas mmsuk dan arus kas keluar- yang .
digunakan mengatur, penarikan dana dari rekening - kas umtuk v -
mendanai pengeluarr:ﬁ.n pengeluaran berdasarkan DPA yang telalr -

disahlan oleh kepala Dnna
Surat Permintaan Pembaya:an yang. selanjut:nya d:smgkat SPP adalak

dokumen pengajuan LPtuk mendanai kegiatan pengadaan barang dam .. ..

8

Jasa. ' “

ngadwl Baranngasa Des*‘ yang, se‘anjumya ldmebu:t dengan -
pengadaan Barang/.lJasa adalah keg1ata:n untuk memperoleh
barang/jasa oleh Pemenntah Desa, baik dilakukan melalui swakelolz, . .

dm__jafnu penyedia barnqa g jasa.
Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan.

. kelidupan untuk sebesar besarnya kesejhatraan masyarakat Desa .

. ‘Pemberdayaan Masyz!)rakat Desa adalah Upaya mengembangkean
ikema:ndman dan keSEJatraan masyarakat dengan| meningkatkan. - : "

pengetahuan,s1kap,keterampxlan,pnlaku,kemampuan kesadaran sertn e
‘memamfaatkan sumlber daya melalui penetapan kebljakan,

_ : | . .
s mﬁgram,kegxat.n dan | pendampingan yang sesuai |dengan esensi

29,

30.
§ 31

- 32,

33.

" masalah dan proritas kebutuhan masyarakat Desa.
Tipologi Desa adalah n}empakan Fakta, karateriktis dan kondisi nyata

' berkembang dlharapka% terjadi di masa depan ( visi Desa). e
Desa’ Mandiri adalah Desa Maju yang memiliki kemampumm o
- melaksanakan pembangunan Desa untuk pemingkatan kualitas. hidup. l

dan kehidupan sebesa -besam_‘,a kesejatraan magyarakat Desa denuscnj:. L

vang khas keadaan térkini di Desa maupun keadaan yang berubah

ketahanan ekonorm, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi | sumber daya. __
sossial,ekonomi dan e‘kolog1,serta| kemampuan mengialolanya untuk. .. <.
pernngkatan kesejahﬁaan masyarakat . Desa, kualitas. hidup

manusia,dan menanggu angi ken ‘kinan.

Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa maju, yang

' fﬂﬁmﬂik"-_ potensi sumber daya qomal ekonomi, dan ebologi tetani belum
mengelolanya  serta. optimal vntuk peningkatan| kesejahtraan

masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan metiatggulangi 3

kemiskinan, |

Desa tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosia],,."
ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam ‘
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. 34,

35.

36.

37.

41,

2.
‘ adalah selisih lebih |'realisa&xi penerimaan dan pengeluaran . anggaran

43,

7
Upanya peningkatanikesejahtrasn masyarakat Desa, kualitas hidup

manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya..

Desa sangat Tertingga.‘l adalah Desa yang mengalami kerentanan karena

masalah  bencana alam, goncangan ekonomi, dan_ konflik sosial ..

sehingga tidak brkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial

komomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam bebagai -
bentuknya. o oo
Produk Unggulan Délsa .dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan'

merupakan upanya membentuk,memperkuat dan memperluas usaha-
usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unlggu.lan diwilayah -
' Desa, atau. Diwilayah [antar Desa yang dikolola melalui kerja sama artar ..

!
DEQ“" 1

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah Badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar medalnya dimiliki oleh Desa
melalm pervataan. Secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa

. .
™oL

yang dipisahkan guna mengelola Aset, Jasa pelayanan, dan usaha ” .

Tainnya untuk sebesmr-besamya kesejahteraan masyarakat Desa.

. Penyaluran adalah transfer dana dari kas Daerah ke kEILS Desa.

perkembangan penyelesman fisik di lapangan

seluruh penerimaan |Desa dan digunakan untuk membayar seluruh

" pengeluaran Desa paczla Bank yang ditetapkan.

Musyawarah Desa ad.a.lah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa,

. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD. adalah rekening -
.tempat penylmpa.narll uang pemerintashan Desa ya:ng menampung,

dan. unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD umtuk

menyepakati hal yang, bersifat strategis.
Sisa Lebih Perhiturigan  Anggaran yang selanjutmnya |disingkat SiLPA,

gelama satu penode anggaran.

Padat Karya Tunai aldalah kegiatan Pemberdayaan Mawa.rakat Desa., -

khususnya yang miskin dan marginal yang bersifat produ_kttf dengan

mengutamakan pemanfaastan sumber dayva lokal, tlenaga kerja dan

' _teld:olog:i lokal unt!uk memberikan tambahan upah/peudapatan.,

' mengurat gi kemiskinan dan ﬁwningkatka;n ‘kesejehteraan masyarakat.

Angk Kerdil. (shuntmg) adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita
(bay1 dibawah lima talhun) akibat dari kekurangan gizi| kronis, sehingga
anak terlalu pendek, tlmtuk usianya.
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45, . Pélayanaan G1z1 adalah rangkaian ® Regiatan untuk memenum
kebutuhan g1z1 perorangan dan masyarakat melalw upaya
pencengahan, penmgkf:mtan, penyembuhan dan pemulilan yang_z
dilakukan di masyaraka{ dan fasilitas pelayanan kesehatan |

BAB II

MARKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP
| | Pasal2 T
. | :
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah.

. | Daerah dalam membina dan memfasilitasi penggunaan Dana. Desa dan
memberikan pedoman bagi Desa dalam melaksanakan keglatan pengelolaan -
Dana Desa Tahun Anggaran|2020, dengen tujuan untuk tertib Administrasi, .. -
dan terdo pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan ana Desa .

Co Pasal 3 : !

‘ I
Pnorﬁ:as penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. keadilan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa, tanpa

membeda—bedakan; ) .

'b. kebutuhan Prioritas: mendahulukan kepentingan Desa yang lebih

mendes.ak, lebih dibutul.kan dan berhubungan largsung dengan

kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

c.’ terfokus mengutamalkan | penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) sampai
dengan 5 (lima} jenis kegtatan sesuai dengan kebutuhan di bidang
Pembangunan Desa pnontas nasional, provinsi, Daerah dan Desa, dan
tidak dilakukan praktik penggunaan Dana Desa yang d.1bag1 rata;

d. kewensngan Desa: méngutamakan kewenangan hak asal-usul dam, ...
 kewenangan lokal berskala Desa;. ! . - IR

| e _partisipatif mengutamakan prakarsa, kreativitas, dan peran sert&‘ :
‘ masyarakat Desa; g- o

f.  swakelola mengutamakan kemandirian Desa dalam pelaksanaan Iw.vglata.n
- Pemba.nglman Desa yang, 'dibiayai Dana Des3; -

1 g. berdikari mengutamak'an pemanfaatan =~ Dana  Desa dengan

mendayagunakan sumter daya Desa untuk memblayan kegiatan = %o

pembangunan yang d]kelola dari oleh dan masyarakat Desa, sehingpa
Dana Desa berputar spcara berkelanjutan di wilayah Dnen dan J'ntan
Daerah,

|
| h. berbasis Sumber Daya Desa: mengutamakan pendayagunaan sumber
' daya' manusia dan sumber day: alam yang ada di Desa dalam
pelaksanaan. pembangunan yan; dibiayai Dana Desa; dan

i hpologl Desa: memperl:lmbangkan keadaan dan kenyataan karakteristilk
. - geograils, sosiologis, an tropolog:ts, ekonomi dan ekologi Dess esa yang khas, .
. serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
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Ruang I:'ngkup Peraturan Bupa‘a ini meliputi:

&, Prioritas penggunaan Da.na Desa;

b. penyaluranda.npencmran; : S

| -t mekamisme pengelolaan: : N N

»- ! i biaya umum; : - .

;i e, Penddamping; dan o
B A Pembmaan, pengendaﬁm danpengawasan

9

BABII
' RUANG LINGKUP

Pasal 4

: BAB \'4
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Ragian Kesatu i
Prinsip Umum

Pasal 5

R
|
|

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaa.n,.

——— '
-
o —

(3)

pelayanan publik di-tingkat Desa.

program dan keg1atan i bidang Pembangunan Desa da1|1 Pemberdayaan
Masyarakat Desa. . i Lo
Selain untuk membisyai peleksanasn program | dan- kegiatan
sebagaimana dlmaksuli pada ayat (1} Prioritas penggunaan Dana Desa
dapat juga dlgunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan
kegiatan prioritas yang|bersifat lintas bidang,
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), diharap r: dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya
bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan
kesajahteraan dan énanggulangap kemislinan eeria peningleatan
|
Bagian Kedua

B1dang Pembangunan Desz |

Pasal 6

Penmgkatan kualitas h1dup masyarakat Desa sebagalmlana di maksud
dalam. pasal 5 ayat (3), diutamakan untuk memb1ayal pelaksanaan
progratn  dan kegata_n di bidang pelayanan sos1al dasar yang

- berdampak langsung d!lngan meningkatmya kualitas l:uchTLp masyarakat. S
Kegratan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud, ayat (1) L
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a. Pengadaan, pemznangunan, pengermbangan dar
sarana-dan prasarana lingkungaa pemukiman, aris . .
A Pemba.nguna:n an/atau perbaikan rumall sehat untuk falm"
miskin;
2. Penerangan. hng]cungan pemukiman;
3. Pedestrian; .
4 Drainase; :
" 5. Tendon air bersﬂu atan penampungan air hujan bersama;'
6. Pipanisasi untulk mendukung distribusi air bersih ke rlmrah
penduduk; '
7. Alat pemadam kebakaran hutan atau lahan;
8. Sumur resapan; |
9. Selokan; | -
f '10 Tempat pembuangan sampah
11.Gerobak sa_mnal} . _
.. 12:Kendaraan pengrlmgkut sampah; [
- 13.Mesin pengolah ?ampah dan )
- 14, Sarana prasmr-ana lingkungan. pemuklman lainnya sesuai -
Dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah -
= Desa. |-
b. Pengadaan, pemban gunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
‘dan prasarana transportaSL, antara lain: :
" * 1.Perahu/ketinting bag1 desa-desa di kawasan daerah aliran sungai;
- 2.Tambatan perahn
" "3.Jalan pemulnmanx-{.
4.Jalan Desa antarar pemukiman ke wilayah pertanian;
‘S.Jalan poros Desa;‘ St
-6.Jalan Desa arrtara'pemukiman ke wilayah wisata; - e
' 7.Jembatan Desa; | _ | ' -
8.Gorong-gorong; | i
—9Tenmna1Desa,dan ' SRR
-.10. Sarana prasar a.Ta transportasi lainnya yang sesuai dengan .
kewenangan Desal dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. =~
c.‘.Pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemelﬂ:xaraan sarana.
. ‘dan prasarana energxl, antarza lain:
- 1. Pembangkit listrik|tenaga mikrohidro; -
-:2. Pembangkit listrik tenaga diesel;
3. Pembangkit listrik{tenaga matahari;
4, Instalasi biogas; | -
5. Jaringan distribusi tenaga listrik; dan
" -6, Sarana dan pralsarana energy lainnya yang sesuai dengan -
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musvﬁwarnh Desa '

- e

d.: :Péngadaan, pembangunan pemanfaatan dan peme]ﬂmra;an sarana 1
' . dan prasarana informasi dan komunikasi, artara lain: :
‘l.jaringan internet u| tuk warga Desa;

2. website Desa; |

3. peralatan pengera5|34a1-a [loudspeaker),
4. radio Single Side Band (SSB);

5. sarana prasamna" komunikasi lainnya yang sesum’ denga:n:

, kewenangan Desa / an dipirituskan dalam Musyawar'ah Desa. e .\:-' '
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Pasal 7.
(R )] Penmgka*an kualitas| hidup masyara:k'.xt Desa sebagaimana dinlaksud |
3 dilam Pasal 5 ayat| @), diutamakan untuk memm'a.yaz pelaksanaatt. ..
program dan kegiatan peningkatan kualitas dan| akses. terhazdaps-"“
3' pelayanan sosial dasaf «
? (2) Kegzatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dJmakqud pada ayata ( L.__ i
L“ &, Pengadaan, pembangunan, pengem Pmmrsm dan perwhhmnﬂ aar;ﬂ;
b - prasarana kesehatan, amtara lain :
b 1. Air bersih berskhla Desa;
N 2. Sanitasi lingkungan;
E -+ 3. Jambanisasi;
1 4. Mandi, cuci, kakus (MCK); Co
é 5. Operasional mobil sehat; |
! 6. Alat bantu penyandang disabilitas; s
é . 7. Pant rehabﬂitas:i penyandang disabilitas; | _:
f :-B. Balai pengobatan; ’ )
:‘ ; 9. Posyandu; |
) | 10. Poskendes/polh-ides;
' 11. Posbindu; f B
’ : 12 Reagen raptd teshduntuk menguji sampel makana:r, dan o ;s‘_ .
TS Sarana prasa_fara kesehatan lainnya yang sesuai dnngaﬁ... | _

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa. . .
b. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan saraﬁa .:‘
prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain : e
. 1. Taman bacaan thasyarakat; _.
2. Bangunan Pendid’kan Anak Usia Dirs; |
Buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dwm,
Taman belajar keagamaan;
Wahana permaifian anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
Bangunan perpustakaan Desa;
Buku/bahan bacaan anak:
~ Balai latihan/ k('égiatan belajar masyarakat;
‘Sanggar seni;
*.10. Film dokumenter bahan ajar;
11 Perilatan késcatan; dan |
12.8arana prasarana - keschatan lainnya yang
kewenangan Desa dan diputuskan dalam 'Musyavlra.rah Desa. e ﬂm

| T B

P e e il s s TR A e e e o
. AN LY v . N N : -

subé'si'.dﬂsh:h‘sé

sesuai -demgam’
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o ¢) Irigasi Desa;

. - d) Percetakan lahan pertanian;
. &) Kolam ikan; |
o 1) Kapal penangkap ikan;

 -. Pengadaan, pem‘lba.ngU‘ 1, pemanfaa:tan dan pemeh'haraansm-ana
* prasarana pengolahan hasil pertamian yang difokuskan kepada

'a) Pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, Jagtmo "'j S

) anbung D*Ps|a,

" rumahan yan;Ig dif skan kepada pembentukan ‘dan ) .'

L : b) Peralatan ben.lgkel kendar: van bermotor;

12

c.. Pengadaan, pembangunan, perigembangan dan pemeliharaan

|

.sarana prasarana ekonomi Desa, antara lain :
'1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemehharaan

sarana prasanma produksi usaha pertanizn umtuk ketahanan

.. pangan dan usaha pertanian perskaln nrodulketif Lj,rant, dii’okuskan -
. -kepada pemben‘ndlkan dan pengembangan produllr unggularn Desa

N . dan/atau prcduk unggulan kawasan perdesaan, amtara lzin: .. .

a) Bendungan herskala kecil;

" b) Pembangpr;éi dan perbaikan embung; |

g) Tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

.~ h) Tambak garar; | L e

i) Kandang ternak;

i....j) Mesin pakan tt!amak; |
k) Gudang penylrnpanan sarana produksi pertan.ian (saprotan); dan -

1y Sarana prasarana produlsi usaha pm‘hmpn lmﬂnva vang sesuai

,'derigan kewenangan Desz dan . diputuskan dalam Musyawaran

Desa. |

pembentukan {dan pengembangam  produk unggulan, Desas
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lgin :
kopi, coklat, kopra, dan “mpat pememuran ikan;
¢) Gudang pendingin; c'lanm
d) Sarana prasdran" ngolahan hasil pertanian lainnya yang
sesuai dengz#n kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musyawarah Desa. '

. Pengad an, pﬂmba_nmv nai., ~m~avfaatan dan nemn‘l-ihmnaﬁ qarars

prasarana jasa\ serta 1 "zia industri kecil dan/atau industri W-'-

Y

pengembangan | produk r- ggulan Desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, an.tara ram:
a) Mesin jahit; |
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. .. d) Tempat pelelangan jkan;
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_ c) Meéin penepungxiikan;‘ :
. 'd) Mesin penepung|ketela pohon;
) '€} Mesin bubut untuk mebeler; dan

mduetn ruma.‘rmn lainnya yang sesuai dengan kewenangmnﬂsa‘
~dan d1putuslm dalam Musyawamh Desa. e ,;,_ S

4. Pengadaan, pemba'ngunan, pemanfaatan dan peme]ﬂ:arm sarania .

rprasana pemasaran yang difokuskan kepada . pembentukan dam.”

‘pengembangan- produk unggulan Desa dan/ atau produk unggulan:
kawasan perdesaan, a.nta.ra lain :
: a]. Pasar Desa;
*" B} Pusar sayur; 5
it} Pasar hewan;

€} Toko online; .. ”

i] Gudang barang; dan

g) Sarana dan prasarana pemasaran lainnya &I;esuaa. denga;n
kewenangan Desa dan diputuskan dalzm Mummh Desa,

5. Pengadaan, pembm-gv..nar, pemanfantan dan pemelharaan savans .

-' ,'dam prasarana. Desa Wisata, antara lain :
. a) Pondok Wisatz; | ;
b) Panggung hiburan;
) Kios cenderamata,;

j_,:d)‘-Kios Warungmakan- : ' o , .,. :

| “.€} Wahana permainan anak; .
- & Wa.hapa permamar outbond,

' ' g) Taman rekreasi; |

-;'"h-] Tempat penjualan tiket;

: 3 Rumah pengmapan _

j) Angkutan wisata; dan ,

k) Barana dan prasarana Mesa Wisata lainnya sesuad deﬁgan
kewenangan Desa dan dipuituskan dalam Musyawarah Desa.

&, Pﬂngnﬂ...ap pembangunan, 1»: mnw&mfnﬁ dan nﬂme‘ﬂ:ia.ra an sarana

' 'prasarana Tekmologi' Tepat /. una untuk kemajuan| ekonomi yang

difokuskan kepad , pembeiyrukan; dan . pengembangan. produk oo

unggulan kawasan perdesaa;m antamlmn
a] Penggilingan padi;
. b) Peraut kelapa; ,L
g ;'i-:c) Penepung biji-bij,li'aﬁ;
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{r .. d) Pencacah pakan ternak; -
L' .} Sangrai kopi; i
O _ i’ Pemotong/pengiris buah dan sayuran; \
ﬁ b _ -.8) Pompa air; Il f
.| 1) Traktor mini; dah R
: ] 1)’ Sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kewenangan Desz -
’ _dan diputuskan |dalam Musyawarzah Desa. ' L
1 d. Pengadaan pembangunan, pengembangan dan, pemelihaman sarana.
; .. prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain: '
) .-:.:J:; Pembuatan terasenng,
? t2 Kolam untuk. mqta air;
= . » 3% Plengsengan sungai; :
T | . 4 Pencegahan kebakaran Iitan;
§ " . 5, Pencegahan abrasi sungai; dan '
;' 6. . Sarana dan- pr:ilsarana untuk pelestarian lingkungan hidup
lainnya sesuai idenga.n kewenangan dan diputuskan dalam
: Musyawarah Deba
e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemelirahaan sarana
. bPrasarana untulk penanggulangan bencana alam dany/atau I ad.an
- . Iuar biasa lainnya yang meliputi :
i ol 1. . Kegiatan tanggap d*arurat bencana; alam; —_—
S 2 Pembangunan Jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
3. Pemba.ngunan gedung pengungsian; - R
. 4 Pembers1han hngkungan perumahan yang terkena bencana alam,
; 5. "Rehabilitasi dan rekontruksi lingkimgan perumahan yang terkenza
x bencana alam; dan
"‘ ‘ . 6. Sarana dan prasarana untuk penanggulangan belncana lainnya
- ! © “sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
h Musyawarah Desa. |
: i Pasal 8
b (1) Peningkatan kualitas l'udup serta pelayanan publik dmngkat Desa .
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), yang diwujudkan dalam
-, upaya peningkatan gizi | masyarakat serta pencegahan, Anak Kerdil
1 (Stursing),
2 {2) Kegiatan Pelayanan Qizi dan penf:ega.han Anak Kerdil (Shuntingy- .
sebagaimana dimaksud pé.da ayat: o
(1)meliputi: |
. & Penyediaan air bersih dan sanitasi; :
i b. Pemberien makana tamlbahan dan ‘ergizi untuk balita; T
e c. ﬂl:inlaﬁhan pemantauan lperkembanga:n kesehatan jbu hamil atau ibw
wani
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L d.Pantuan posyandu. unt'uk mendukung kegiatan pem’enksaan berkalai -

keschatan ibu hamil atau ibu menyusui; . X .
3 ~ &, Pengembangan apotek hidup Desa dan produk honku]hu'a mn'mk
o memenuhi kebutithan gm ibu hamil atau ibu menyusui; L=

e

. | L Pengembangan ketahanhn pangan di Desa; dan

| 4
. Regatan penanganan| kualitas. hidup lamrry" yang, sesum uengan
kewenangan Desa dan putuskan dalam musyawarah Desa.

: L : Pasal 9

I(1) Periingkatan kesejahtrasn rmasgyarakat Desa, diutamakan untuk
membiayai pelaksanaati |program dan kegiatan yang bersxfat Lintas
bidahg. sebagaimana du:naksud dalam Pasal 5 ayat (3), untuk
menciptakan lapanagan{ kerja yang berkelanjutan, memngkatkan
pendapatan asli Desa. L o

(2) Program dan kegiatan seoagaJmana dimaksud pada ayat {i) antara lain
bidang kegiatan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Desa, -

5 dan /atau produk unggulan kawasan perdesaan air kecﬂ lamya serta.

1. | . sarama olahraga Desa sesuai kewenangan Desa, |

. [(3) Pembangunan Sarana olah Raga sebagaimana dirmaksud|pada ayat’ (2) ey
- ~ merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUMDesa atau BUMDesa
o 5‘(4)‘ Kegiatan Peningkatan 'kesejahteraan masyarakat lainnya| yang dengan -

) . " kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa. e e

T T S T T YT
NS 4

- C Pasal 10
(1) Penanggulangan kerrnskman di Desa sebagaimana d:lmaksud dalam e
Pasal 5 ayat (3) dmtamakan untuk membiayai pelaksanaan prograr
kegiatan Padat Karya T "‘unaa unfr: menyediakan lapangan kerja bagi ..
- Masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga =
miskin dan Anak Kerdil (Stunting).: .- | L

2) Keglatan padat Karya Tunai sebagai mana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber S
daya manusia di Desa. . | ’ Y
(3) Sarans Kegiatan Padat Karya Tunai “ﬂbaga:mana dimaksud pada. ayat {2y g
1 adalah kelompok masyarakat yang t. iridari : |

a. Kelompok penganggur, setenge * enganggur dan warga rmiskir;

b. Pericari nafkah utama keluargd
B A Lalu-la.l-n wanita dan pemudahusm wroduk dan bukan anak-anak;

d. Petam/kelompok petam yang mcngalaxm paceklik dan menunggu
I masa tanam/panen; dan.

[ Tenaga kerja yang kehilangan p .erjaan (ter-PHK).

(4) Kelompok masayarakat sebagaim na dimaksud pada ayat (3) berasal
¢ |, dari pendududk Desa setempat .a ibuktikan denganl kartw tanda % - .- -
- penduduk. |

" [9) Pendayagunaan sumber dciya manusia sebagaimana dimaksud pada aya:t .' o

. (3) dilakukan dengan memanfaa‘rk A pembiayaan Dana| Desa umtuk. .. .. .

i bidang pembangunan Desa paling sc.likit 30% (dga puluh ]]:Jer seratus).di. -

i  gunakan membayar upah 'masyarakat Desa dalam I_'an menaptakan R
__.lapanganxeljc : ] R R T
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(6) Upah kerja dibayar secar 8 harian atau mingguan dalam pelaksanaan,
kegiatan yang dibiayai denjgan dana desa. '

T
(7) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat {6) tidak melebihi.

standar satuan harga Dae!lrah.
(8) Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai tidak dikerjakan pada saat

musim panen.
- || Bagian Ketiga
Bidang P;emb-erdziyaan masyarakat

-'|  pasal 11

=

program dan kegiatan ya,ng diprioritaskan antara lain :

pelaksanaa, dan penga\llvasan pembangunan Desa;
i b. Pengembangan kapa51tas masyarakat Desa yang dlla.ksa.n-akan. di
' Desa;

c Pengembangan ketahanan masyarakat Desa,

e Péngelolaan dan pengembangan sistemn informasi Desa melalui
pengembangan kapas1£as dan pengadaan aplikasi perangkat lunak
dan perangkat keras |computer untuk- pendataan dan penyebaran
informasi pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang

- dikelola secara terpadu&

pendidikan, kesehatan, semberdayaan perempuan dan anak serta

- penyandang dlsabﬂxtasT
g Dukuagan kegiatan peleatan 1 lingkunigan hlu'l.l.p,

SErta penganangannya,

dikelola oleh BUMDesa)dan/atan BUMDesa lainnya;

e Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompolk masyarakat
koprasi dan/atau lembaga -ekonmi masyarakat Desa lmnnya

k. Pendayagunaan sumber daya alam untuk kemandirian Desa dan

. peningkatan kesej atraan masyarakat; I

daya alam dan peningkatan usaha ekonorm pertaman bersekala:
produkuif; .

pihak ketiga; dan
n. Kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa lainnya yang.sesuai dengan
kewenangan Desa dan d1putuskan melalui Musyawarah Desa.

N () Pengembangan kapasitas| masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat {1) huruf b, wajib|dilakukan secara sewakelola oleh Desa atau

Badan kerja sama antar Desa dan dilaksanakan berdasarkan ketertuan .

' perundang-undangan. ||

(1} Kegiatan Pemberdayaan Masya.rakat Desa digunakan umtuk memhayal

' a. Penpembangan partisipisasi masyarakat dalam proses | perencanaan,

f. Dukungan pengelolaall'l kegiatan pelayanan social dasar di mdangz.

h.Dukungan kesiapsiagaan menhadapi pencana alam dan kon:ﬂﬂc sos:al_

i. Dukunigan permodalan (dan pengelolaan usaha ekonomi pmdukhf yang

L. Penterapan teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pendayagundan sumber

m. Pengembangan kerja sama éntar Desa dan kerja sama Desa dengan

pemberdayaan Masyarakat ma.rgmal dan anggota masyamkat Desa ;. v



r Kematan ‘bidang Pemberdayaan Masyarakat -éeba'gaim&na dimaksud: datam . i

1 . Pasal 11 Ayat (1) hm'u:ﬁ a, digunakan untuk membiayai program -dan

i 7| kegiatan peningkatan kap?sims dalam rangka memperkuat tata kelola. Desy,

o . -yang demokratis dan berkel.adﬂan sosial; .

' a. Meﬁdnmng partisipasi.  masvarakat dalam  perencanaan  dan
pembangunan Desa }L;ang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa,
antara lain : !

f 1. Pengembangan Sisteim Informasi Desa (SID); o

' 2. Pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/ atau balai rakyat; = . -
| . 3.Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desg yang'
b dipuskan dalam musyawarah Desa.

2. Penyusunan rant:angan program/kegiatan pembangunan Desa yang
berkelanjutan; dan | -

3. Kegiatan lainnya ya;ng sesuai kewenangan Desa dan diputuskan
dalam musyawarah Desa,

‘¢ Menyusun  perencanaan pembangunan Desa  sesuai dengan
Pprioritas, potensi, dan nilaj kearifan lokal, antara lain :

' 1.Pendataan potensi dan aset Desa;
. 2. Pertyusunan profil Des]a/data Desa;

musyawarah Desa; dan S ,

4. Kegiatan “i.a;innya_ yanlg sesuai lewenangan Desa yahg diputuskan
- dalam musyawarah Desa.

1. Sosialisasi penggunaan Dana Desa; -

2. Penyelenggaran musyawarah  kelompok warga | miskin,warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

E 3. Penyusunan usul kelompok warga miskin, warga miskin, warga
¥ . disabilitas, perempuan |anak dan kelompok marginal; dan
. | 4.Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan) Desa yang

8. Mengembangkan sisten:1 transparansi dan akmtabiﬂitas dalam '

%.';__': " .. pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa, antars; .
S 1. ngembangan sistemn a.ldm.inistrasi keuangan dan aset Desa .berbaxSis?}: Il
data digital: |

2. Pengembangan laporan |keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk
publik; . |
3. Pengembangan sistem_in}oxmasi Desa yang bherbasis masyla\rakat; dan | |
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4, Kega:tan lamnya y ng sesuai dengan kewenarngan D‘esa, yang '
diputuskan dalam usyawarah Dcsa.

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebij’ai;an ‘Désa
yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :

- 1. Penyebarluasan m:tonlnam kepada masyarakat Desa ,pen’h:a'[ hel—hal T
strategis yang akan: dihahas dalam musyawarah Desa; oy

2. Penyelenggaran musyawarah Dess,; dan

3.Kegmtan lainnya yang sesuai denga kewenangan Desa yang
- diputuskan dalam musyawarah Desa.

- B MeL..l"ukan p.,rdampmgan masyarakat Desa melalui pembentukan dan
_ pelatihan kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mselenggarakan
+ diDesa; '
| h. Menyelenggarakan pemngkatan kualitas' dan kapasitas sumber daya
.~ manusia masyarakat Desa untuk pengemnbangan KeseJatraan Ekonomii
Desa yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk
unggulan Desa dan/ atau proeduk unggulan. kawasan perdesaan antara
lain : .

] RN
> . 1. Pelatthan:usaha pe-tanian, penkanan,perkebunan, industii kecil c{mf .
" perdangangan; SRS
", 2, Pelatihan tekmnologi tepat guna,

3. Pelatihan kerja dan kleterampﬂan bagi masya.rakat Desa sesuzl konchm -
© . Desa; dan

4, Kegiatan peningkatan kapas1tas lainnya untuk mendukung

. pembentukan dan p'engembar'gan produk unggula.n Desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan

- Desa dan d1putuskan‘ dalam musyawarah Desa.

i. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan
pemerintah Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara
parampat:lf oleh masyarakat Desa, antara Jain : |

1. Pemantauan berbasis;
. Audit berbasis komunitas;

2
3. Pengembangan unit ﬁengaduan di Desa; .
4, Péngembangan Baxlltua.n hukum dan paralegal Desz untuk

S

penyelesa.lan masalalil secara mandiri oleh Desa;
Pengembangan kapasitas paralegal Desz;

S-"

o

Penyelenggaraan mquawarah Desa umtuk Uertanggung Jawaba;n dan
serah terima ha'sil pembangunan Deas; dan :

{_ * 7. Kegiagtan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang
s | diputuskan dalam musyawarah Desa.

- Pasal 13 I, . _ ,, ’

... . Kegiatan Bldang Pemberdayaan Masyarakat sebagalmana dunaksud dalam .

. iy Pasal 11 ayat (1) huruf 'b digunakan umtuk memblaym program dan. = O

. - Kkegiatan pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan

e .. teknig dan sumber daya 1o'l~|:.... yvang tersedia, antara lain :

' a. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa antara lain:
_ 1. Pengelolaan sampah berskalah rumah tangsa;

I - . . l . ® ,.:3-.‘1:'




19 .

I
i
|
|

- b i b e |

. 2. Pengelolaan sarana| %engelolahan air limbah;dan

3.Pengelolaan lingkimgan pemukiman lainnya yang sesuai dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarsh Desa.

b, Pengelolaan transportasi Desa, antara lain -

1. Pengelolaan tenmnal_l Desa; _

2. Pengelolaan tamba:t[an perahu; SN Lo

o -3.:P.eﬁgelolaan" transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenungan - o
- Désa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa, o

c. Pengembangan energi f:erbaruka.n, antara lain ;

1. Péngelolaan hmbailél peternakan untuk energi biogas;
| 2.Pembuatan bioetharlol dari ubi kay;
jﬁ 3. Pengelolaan minyak goreng bekas mernjadi biodiesel;
%‘ . * I
3

4. Pengelolaan pembangkit listrik tenaga angina; dan

5. Pengembangan enellrgi terbarukan lainmya yang! sesnai dengan’
kewenangan Desa dan di putuskan dalam Musyawara“h Desa.

| Pasal 14

. Kegiatzm 'bidang Pemb-erdeliyaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
* Pasal 11 ayat (1) hurufe, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan .

pengelolaan informasi dan komunikasi antara lain:
1. Sistem informasi Desa;|

‘. 2 Koran Desa; |

i 3. Website Desa;

‘I, 4, Radio komunitas; dan

5. Pengelolaan informasi dan komunikasi lainiya  yang sesumi dengan
kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

\
1
i\l
I
I
1
1

Pasa 15

"’ Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai mana dimaksud dalam
.. |~ Pasal 11 ayat (1) hum f, digunakan untuk membiayai program dan lagiatan
¢ | peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan Sosial D;asar seperti ©
| B. Pengelolaan kegitan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lajn
1. Peyediaan air bersih; }J
. 2.Pelayanan kesehatan lingkungan;

3.Kampaye dan promos[i hidup sehat guna, mencengeh
penyakit menular, I:fenya.ldt seksual, HIP / AID
hipertensis, diabetes rflellitus dan gangguan jiwa;

4. Bartuan insentif untuk kader kesehatan. masyarakat ; |

: ‘¢, 5, Pemantauan pertumbﬁﬁhan dan penyediaan -makanan sehat untuk
L pemngkata.n gizi bagi Balita dan anak sekolah;

1 6. Kampanye dan promosi hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak
| dan perlindungan anai(,

7. Pengelolaan balaj pengiobatan Desa dan persalinan;

!
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8. Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas
o dan menyusui;
. 9. Penigobatan untuk l:—:.insia;
10. Keluarga berencana;
11. Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi Penyandang disabilitas;
12. Pelanhan kader kesehatan masyarakat;

13, Pelatihan hak-hak anak keterampilang pengasuhan amak dan ..
perhndunga.n anak;|. ' : -

. - 14. Pelatihan parigan ycrng sehat dan aman; e
2 15. Pelatihan kader Besa untuk pargan yang sehat dam amars; dan R

:; SR 16. Kegiatan pengobatan pelayanan keseltatan masyarakat Desa Ianm:rya'
a ©'yang sesuai dengan kewenangan Desa dan dlputuskan dalam‘
" musyawarah Desa. ., . | T

v 'b Pengelolaan kegiatan pelayanan pend.ldn-:an dan. kebuyaan antara lain. ;
' " 1. Bantuan insentif guru FAUD; - - . f
2. . Bantuan insentif gu:ru taman belajar keagamaan
. 3. Penyelenggaraan pelatlhan kerja;

4. . Penyelenggaraan kursus seni budaya;
5.: Béntuan penberdayaan bidang oiaraga;
6. Pelatihan pemnbuatan Film dukumenter;dan

7.. Kegiatan nengololaan kegitan pendidikan dan kebudavaan laitnya. L
yang sesuai dengan kewenangan Desa dan dlputuskan dalam R
musyawarah Desa. '

1
|
I
'
I
I

Pasal 16

- Keg1ata:n Bxdang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana ch maksurl dalam
‘pasal 11 ayat (1) huruf g, digunakan u.n_uk memb1aya.1 program. dan kegiatan

A P LR

- | pelestarian lingkungan hldﬂp antara lain RS
H .a. Pembibitan pohon langka ‘ |
:‘ “b. Reboisasi;

:f’r ' - ¢ Rehabilitasi lahan gambut;
%ﬁ " d. Pemeliltaran hutan baké[u;
,‘J e. . Pembersihan daerah aliran sungai;

4k perhndungan terumbu k:lallrang; dan

g kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenmmgan Desa yang diputuskan.
dalam musyawarah Desa|

PPt

w'{ 1
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Pasasl 17

‘ ‘Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
" Pasal 11 ayat (1) huruf Ih dugunakan untuk membiayali program dan
kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalaml kesiapsiagaan
o mnngbad_p tanggan rlnﬂn-ali- bencana serta kejadian lnar blagn 1n1~nnvn yang
| meliputi : l

a. Peyediaan layanan informasi tentang bencana;
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: |
't | 'b. Pelatihan kesiapsiagaan Lasyarakat dalam menghadapi bencana;
- . t. Pelatihan tendga sukarelawan untuk penanangan bencana; dar .
d. Penguatan kesiapsiagaan nmasyarakat yang lainnya |sesuai .dengan. ..
kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa. _ R

| Fasal 18

B 5»:-‘,-?-,)#:4.« i iy

Kegiatan Bidang Pemf:rer"da)lr'aan Masyarakat sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) I, digunakan untuk membiayai program dan kegiatan

e antara lain : ‘ R

s a. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, - %
| antara lain; . -

2 .| 1. Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama,

gs . Peryataan modal BUM Desa dan /atau BUM Desa bersama;

2
3. Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
.' i 4

- Kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
lainnya yang sesuai| dengan kewenangan Desa diputuskan dalam =
musyawarah Desa. | :

Pengeiqbangan usaha BUM Desa dan /arau BUM Desa Bersama yang = .
difokuskan kepada pémlbentukan den pengembangan produk unggualin
Dega dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan,antara lain - _

1. Pengelolaan hutan Desa;’
2._ Pengelolaan Adat;
" 3. Industri air minum; |
4, Industri Pariwisata Desa;
5. Indstri pengelolaan ikan; dan |

6. Produk unggulan lailnnya yang sesuai dengan kewenanagan Desa
diputuskan dalam mulsyawarah Desa.

Pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM. Desa| bersamz yang
difokuskan pada pengeinpangan usaha layanan jasa, antara lain:

'l. Pembangunan dan perjlyewaan sarana prasarana olahraga; - ” , .
2. Pengadaan dan penyewaan alat transportasi;

3. Pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
4,

Pengadaan atau pembangunan sarana prasarana la:im}ya yang sesuai :
-dengan kewenangan Desa dan.diputuskan dalam musyawarah Desa.

" d. Pengelolaan pemasaran :hasil produksi usaha BUM Desa dan Usaha
] ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

e, - 1. Penyediaan informasi ]lnarga/'pasar;
o 2. Pameran hasil uasaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat
, ~ dan/atau koperasi; '

.+ * 3. Ketjasama perdangangzn antara Desa,;

- &+ -4 Kerjasama perdanga.ng:an dengan pihak ketiga; dan

S. Pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa
yang diputuskan dalam musyawarah Desa. :

A

|
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: Pasal 19
- Keglatan Bldang Pemberd ayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) huruf j, digunakan urtuk membiayai program-dan kepiatan o
pengelolaan usaha ekonomi produktif serta'pengelolaan sm-ana;ﬁ'ani._ L
| ‘prasamna ekonormi, s "h
a. Pengelolaan produks1 usaha pertanian untuk. ketahanan pangan dan
usaha pertaman yang dipokuskan képuda pembentukan. . den:
pengembangan produk unggulai, Desa dan/atau produk 'l:mggulam_
kawasan perdesaan, antara lain : ‘
1. Pembfb:tan tanama.n pangan;
2. Pembibitan tanamam keras;
3. Pengadaan pupuk; |
. 4. Pembenihan ikan air tawar;
5. Peng‘elolaa'n usaha I|1uta.n Desa;
6. Pengelolaan usaha lilutan sosial;
B . 7. Penpadaan bibit/induk temak
. ' 8. Inserninasi Buatan; I
9. Pengadaan pakan teimak' dan

10, Sarana dan prasarana produlsi pertanian lainnva yang sesuai dengan

T T T TR Y
o

B gt

kewenangan Desa dlm diputuskan dalam musyawarah Desa,.

..+ b. Pembentukan dan | pengembanganusaha ekonomi masyarakat

‘ dm/'atakoprasi yangl difokuskan  kepada pembentukan  dan

pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan -

kawasan perdesaan,antara lain :

1. Hutan kemasyarakat

2. Hutan tanaman ralr_w, at;

3. Kemitraan ketuhanan

! - 4. Pembentukan usahal ekonomi masyarak:at; .

5.-Pembentukan dan [pengembangan usaha industri| kecil dan/atan -
ndustri rumahan, i ,

6 Bantuan sarana pmdukm, distribusi dan pemasaran untuk uszha
 ekonomi masyarakat, _

' 7. Pembentukan dan péngembange_n usaha ekonomi lairmya vang sesuai

- dengan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 20

Keglatan B1da.ng Pemberda ]aan Masyarakat sebagalmana di maksud dalam
pasal 11 ayat (1) huruf k, d.ala:m bentuk kegatan antara lain|: '
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‘;'a,. Penfgelolaan hasil pm}dukm usaha pertamian umtuk .. Retah o
pangan dan usaha | nian yang difokuskan kepada pembenmkan dan %

- pengembangan produk unggulan desa - dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, anmra lain : '

| . . . -
. ver
| . : \ . . s R ".':.; -

1. 'f‘em_‘[no fﬂpigca
2. Kerupuk;

| 3. Reripik jamur;
4, Kenpﬂc jangung‘ -
. 5. Ika.n asin; "
6. Abon sapi; = | -
7. Susu sapi; .
8. Kopi; I
9. Coklat;
10. Karet; dan

i e T e

T

i1, Pengelold.m hasil pe,[ruman iinnya yang sesuai dengan kewenangan

- Desa dan d1putuskax|1 dalam Musyawarah Desa,

b. Pengelolaan Usaha jasa dan industd kecil yang difokuskan kepada
pembentukan dan pengembangan  prodik unggulan | desa dan/atau
produk unggulan kawasn‘an; perdesaan.antara lain :

Meubelair kayu damjrotan;

Alat-alat rumah tanglga,

Pakaian jadi/ konveklsi kerajinan tangan;
.Kain tenun;
‘Kain batik;
‘Bengkel kendaram bermotor

Pengadaan di pasar;|-

-Pedangan pengepul; dan

s I R S

Pengelolaan jasa dan Industri kecil la.mnyayang sesuai dengan
-kewenanoan Desa den diputuskan dalam musyawarah Dega,

Pasal 21

Keglatam B1dang Pemberdajfaan Masyarakat sebagaimanz dimaksud. dalam, -' ORI
Pasal 11 ~yat (1) huref I, dugunaksn umnk membiayal program. dan.
kegla'tan pemanfaatan teknolngl Tepat Guria mtuk kemajuan ekonomya:ng
d!fokuakan kepada pembentlukm dan pengembangan produk uriggulan desa:
3 dazl/ atzn produk om.'.!.en b:awa.,ap pedesaan; antara lain:
, 1. Sosiafisasi TTG; .
2. Pos pelayanan teknolog1 ]?esa (Posyamntekdes);.
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3. Perconfdhan _ITG untuk produk=i pertéﬁ:ia::i_, pengembangan suniber
| - enmergi peDesaan, pengembangan sarand transportasi dan komotikast ;

. serta pengembangan jasaldan industri kecil; dan o

4, Pengembanagan dan pemanfaatan TG lainnya yang |sesuai dengar

. kewenangan Desa dan ﬁi;’;umsken dalam Musyawarah Desa. o

o | Bagian Keempat.

'Proses Perencanaan
Paragraf 1

b

_ ﬁidang Pembangunan Desa

* Pasal 22

. Dalarn- Proses Perencanaan penentuan prioritas penggunaan Dana Desa

. wntuk - Program dan kegiatan bidang Pembangunan Desa, agar

b - imbangkan Tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan Desa yang = |

| @ Desa. Tertinggal dan/atau Desa sangat Tertinggal memprioritaskan. ".3° "7

v kegiatin PembangunanDesa Pada : R

b ...1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan  pe eltharaan

| infrastruktur dasar; |!

2, Pembangunan, pengenbangan dan ' pemeliharaan infrastrulktur

_ ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dar.

¢ -pemasaran. yang diarahkan pada upanya pembentukan usaha
ekonomi pertanian/ berskala produktif, usaha ek:onomi pertanian
untuk ketahanan pangan dan usaha ekonorri lainnya yang difokuskarn
kepada pembentukan dan pengembngan produk unggulan Desa dan /
atau produk unggulan kawasan perdesaan. | T

b. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:

1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaa;m infrastruktur
* 'ekonomi serta pengadaan sarama prasdarana produksi, distribusi dan
- ~ pemasaran untuk mendukung penguatan usaha e}{onomi pertanian
1  persekalah produktif, usaha el"onomi untuk kerahanan psngan datu.
- . usaha' ekonomi lainnya yang difokuskan kepada ﬁembenmkan dam .
T pengembangan produk unggulan Desa dan/atau :produk unggulan
: kawasan perdesaan'; o
' 2. Pengadaan saranal‘ prasarana sosial dasar dan lingkungan yang
diarahkan pada uiaanya mendukung pemenuhan akses masyarakat

Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan;dan

3. Pengembangan dan pemeliharaan infrastrktur dasar

c. Desa Maju dan/atau Desa mandiri Memprioritaskan Kkegiatan
pembangun pada:

1. Pepibangunan, Pengembangan Dan Pemeliharsj;an Infrastruktur

. ekonornii serta pingadaan sarana prasarana ‘produksi, distribusi dan

pemasaran untuk Imer;dukung perluasan/ ekspansi usaha ekonomi -

i berskala produktif, usaha ekonomi [untuk ketzhanan -

pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada -

pembentukan’ den’ pengembangan preduk unggul'an Desa dan/ate”

produk unggulan kawasan pedesan; : B

|
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Dalam proses perencanaan, penentuan prioritas penggunaan Da.na Desa )

”

Pembanpgunan daﬁ
pengadaan sarana

akses masyarakat
lingkungan; dan

Pengembangan dan

pemeliharaan infrastruktur dasa.r’.

i
M
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pemeliharaan infrastruktur sosial dusar serta

prasarana scsial dasar dan hngm .
- diarahkan pada upanya mendukung perningkatan kuahtas pemenuhan .
|Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan ey

Paragraf 2

Pembardayaan Masyarakat Desa

Ut

Pasal 23

an yang

untuk program dan keg1atan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang s

tingkat perkembangan ken

.dibigyai Dana Desa, aga.r mempertimbangkan Tipologi Desa berdasarkan
najuan Desa, yang meliput : .

a.. Desa Tertinggal dan/ atau Desa sangat Tertinggal 'memprioritaskan
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk meningkatkan -
kesejatraan ekonomi nllasyarakat Desa yang meliputi :

" . 1. Pembentukan BUMDesa dan /atau

BUMDesa Bersama melalm

penyertaan modal, ,pengelolaan produksi, d13tr1bus1 dan pemasaran
bagi. usaha ekonoxm pertanian berskala produktif da.n usaha ekonomi
lainnya yang di fokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan kawasan perdesaan;

2. Pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperam da.n/ atau
l..mbaga ekonomi masyaral\at Desa lainnya melalui akses, permodalan
yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa berse.n:uaq pengelolaan

produksi, distribusi ldan pemasaran bagi usaha ekonon:u Iainmya ya:ng;f_r‘
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan _produk:
. unggulan Desa dan / atau produk unggulan kawasan perdesaan, :

" 3. Pembentukan usaha ekonomi melalui pemberaayagunaan suml:érdayaz

alam dan penera.pan teknolog1 tepat guna; dan

4, Pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan ]:udup bagl %
. masyarakat Desa secara berkelanjutan.

Desa berkembang memp-ion._asxan kegiatan Pemberdg
. Desa untuk menmgkatkan kesejahteraan . ekonomi masyarakat Desa

yang ‘meliputi :

1. Penguatan BUMDes

. Penguatan usaha

. berskala produktf

. 'Penguatan

modal, pengelolaan
ekonomi pertanian

Y

_'y'aa.n ma.S_'y ar aI&"'t

a dan/atau BUMDesa bersama melalui penyertaan

produksi, distribusi dan pemas

berskala produktif dan usaha

aran bagi usaha
ekonomi lainnya -

yang difokuskan kepada pembentukan dan penge:
unggulan Desa dan) atau produk unggulan kawasan perdesaa.n,

-produksi, distribusi

dan
pendayagunaan sum
guna;

nbangan produk

ekonomi- warga/kelompck koperam dan/ataw -
lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui a.kses vermodalan
. yang dikelola BUMDesa dan/atau. BUMDesa bersama, pengelolaan
dan pemasaran bagi usaha ekonoxm pertaman
dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan -
kepada pembentuka.n dan pengembangan produk unggulan Desa
dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

pengembangan  usaha

! ekonomz
berdaya alam dan penerapan teknologx tepat'

o

melalm s
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5. Pengembangan lapaxagan kerja untuk pemenuhan kebutuhéir- ‘hidup. - .

.pemberdayaan masyam:kat Desa untuk meningkatkan kPijnhfP‘maﬂ
. ekonomi masyarakat Desa yang meliputi : T
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\ | .
Pembentukan wirquss awan di Dcsa; dan

4. Peningktan lkualitas dan kuantitas tenaga kerja teratmpil fclfaxiz;;;

masyarakat Desa secara berkelanjutar.
Desa. maju ' dan/atay Desa mandir memprioritaskan - kegiatar;

1. Perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa bersama melaly] -
pernyataan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran
bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan {usaha ekonomi
lainnya yang difolayskan kepada pembentukan dan ;pengembangan
produk  unggulan ** Desa dan/atau produk unggulan kawasan

R R SR it s

."2. Perluasan usaha -'elfononﬁ warga /kelompok, kopelrasi dan/atau -
~ lembaga ekonomi masyarakat Desa lainniya melalyi ak§es permodalan
: g dikeloia BUIvIDe;sa dan/atau BUMDesa, pengeloiaan produisi,

produk unggulan kawasan perdesaan; -

3. Perluasan usaha ekonpmi melalui pendayagunaan sumber daya alam
dan penerapan telmologi tepat guna; :

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan

.+ 5. Perluasan/ekspansi ‘apangan kera untuk pemenuhan kebutuhan
"~ hidup mas‘yarakat,l.)esei; secara berkelanjutan.

. .‘Desa sangat Tertinggal, l';')esa Tertinggal, Desa Berkemba.rlxg, Desa Maju

1. Pengelolaan secarg Partisipasi kegiatan pelayanan 'sosial dasar
dibidang pendidikan, | Kesehatan, pemberdayaan warga miskin,
. pemberdayaan perempuan dan anak, serta pernberdayaap masyaraksat
marginal dan anggota Inigsyarakat Desa penyandang disabilitas;

.- Penigelolaan secara partisipatif kegiaitan pelestarian hingkungan hidup;

3. Pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam| dan konflik
sosial, penanganan bencana alam dan konflik sosial, secars,
penanganan kejadian luar biasa lainnya; 4

Pengembangan kapa‘sitﬁ;zs dan kapabilitag masyarakaf! Desa agar
. Mmampu berpartisipasi dalam penggunaan Danga Desa yang dikelolah |
secara n'ansparan dan akuntabel; dan

5. Peningkatan partisifatif | masyarakat dalam memperkuat tata kelola
Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial,

. Desa sangat Tertinggal, Dclésa teringgal, Dess berkembang, Desa maju
' ~dan Desa mandiri mempﬁolritaskan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
- Desa untuk memperkuat sosial budaya Desg yang meliputi :

. 1. Penyusunan produk hukium d Desa yang dikelola secars demokratis o
- dan partisifatif: L

2. Pembentukan dan Pengembangan budaya hukum serta menegakkan i
peraturan hukum di Desa; - o

b

fx
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3 Pembentukan dan pengembangan Xeterbu'aan i formasi amuke
_mcndorong dan mcnin gkatkan partisipasi masyarahat Dcsa, ,
4, Penguatan ketahanan| masyarakat Desa melalui penerapan nilai-nilad
Pancasila; dan I
5. Penguatan adat istiadfaltt, seri, tradisi dan budaya Desa.
. . | ] Pasal 2¢ .
Dalam pembentukan penetr. an prioritas penggunaan Dana Desa, Desa dapat |
mengambil dari replikasi Regiatan yang telah ditulis dan ditandatangani .
dalam kartu komitmen pada saat bursa inovasi Desa.

L " BABV | o
‘ o PENYALURAN NAN PENCA’[RAN ' ‘ . -

L Ragian Keaatu
Mt Penyaluran

Paragraf 1
Mekzmisme Penyaluran Tahap !

Pasal 25

(1) Kepala Desa mengajukan surat permohonan penyaluran Dana Desa
tahap 1 20% (dua pululh per seratus) kepada Bupati melah.u Camat di

wilayah kerjanya, denga1|'1 dilampiri :
. "a. Foto kopi Peraturan Desa tentang RPJM Desa; L
'b. Laporan realisasi penyerapan dan Capaian Output Dana Desa: Tahtm' LT
g : _Anggaran 2020; |
© ¢.. Surat perta.nggung u_]a.waban Tahun Anggaran 2020 yang ‘teIah_.- i o
: dibelanjakan; =
1 d.-Foto kopi Peraturan Desa tentang RKP Désa dan (Peraturan Desa .';_-_i_\_'- C
o N tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
" e..Kwitansi tanda terima Dana Desa yang ditandatangani oleh Kepala
Desa dan Kaur Keuangan,
f. Foto kopi RKD;

g. Fakta Integritas dan Kepala Desa yang menyatakan bahwa Kepala
Desa akan mengelela Dana Desa yang diterima| sesuai dengan

peraturan perundang-undangan, dan

h. Foto kopi reratuxan Bupati tentang Tata Cara |[Pembagian dan - - -
Penetapan Rincian Da.na. Desa Kabupaten Mamuju Tahun Anggaranl S
2020; SR

Masing-masing rangkap 2 (dua), dan lembar kedua sebagai dokumen R

arsip Camat. )

(2) Camat mengajukan surat permohonan: sebagaimana dunaksud pada ayat
(1) kepada Bupat - me1a1u1 Kepala BPKAD dengan témbusan Kepala, °
DPMD. dengan dllam;ur} : -

a. ‘Rekapitulasi nomor RKD dan besarin Dana Desa yang diajukan oleh T
Desa; | Slgan
'b. Berita Acara hasil |verifikasi kelengkapan permochonan pemyaluran

| |




'
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F

4]

B St:u'at pemyataan‘tamggungJa:wab belanja dari Camat; : "
" d. Foto kopi Buku rcxemng Desa Bank yang telah ditunjulk: oIeh daerah,

.(3) Fotokopi Peraturan Desa &baga:m:ma dimaksud pada
L dan huruf b disimpan dl Kecamatan.

:-}+  Paragraf® ™
_M"ka.msme penyaluran tahap i

. 28

/

| il Pasal 26 ~

(1) Kepala Desa mengajukan surat penyaluran Dana De:
(empat puluh per §Erams) kepada Bupati melalui camat di wilayah

kerjanya, dengan melampiri

sa tahap I 40%

' a. Laporan realisasi:penyerapan dan capaian Output Dana Desa tahap- 1

Tehun Anggaran2019;

'_ b. Surat pertanggtmgeltwaban tahgap 1 Tahun Anggaran 2020 yang telah

(2] 'I‘J'm pengawas Pengeln]

di belanjakan;

Kwitansi tanda tenma Dana Desa, dari Bupan yang d1 tandatangm e b
oleh Kepala Desa. dan Kaur Keuangan;: e

Berita acara pemenksaan dari Tim Pengawas Pengelolan Dana Desa
bahv"” t:ngkat yuf’c.d:“'“'“l kaCI'JaaTL Tahun

vang mcnyatakan

Anggaran 2019 teLah mencapai 100% (seratus per seratus) sesual
dengan rencana A:nggamn biaya dan / atau gambar;

. Foto kopi RKD; dan
Foto kopi peraturan Bupati tentang Tata cara

penetapan nnc1an
2020; '

Dana Desa Kabupaten Mamuju Tahun Anggran .

masmg masing rangkap 2 (dua) dan lembar ketiga

arsip Camat.

,sebagai dokurmen

l

Pembagian dar . - "

laan Dana Desa sebagaimana dlmaksud pada ayat -
. (1) huruf di bentuk oleh BPD. -

. (3} Camat mengajukan sulrat permohonan sebagaimana dJmaksud pada. ayat. .-

(1) kepada Bupati melaluz Kepala BPKAD dengan tembusan Kepala: .

-DPMD, dengan mnlampm

a.

. b.

Rekap1tulas1 TIomor
desa;

Berita acara hasil|

Dana Desa

Su.rat peryataan tanggung jawab belanja dari camat; dan

RKD dan besaran Dana Desa ya:

verifikasi kelengkapan permohonan penyaluran

Foto kopi Buku rekening Bank yang telah dikerjasamakan oleh daerah

Mekanisme Penyalurar Tahap jans

“ Paregraf 3% v

. Pasal 27 f

(1] Kepala Desa mengajukan permohona.n penyaluran Dana Desa tzhap. JI[
40% (empat puluh per
kerjanya, dengan dilam

' seratus) kepada Bupati melalui
\piri :

: Mésinlg-masing rangkap 4 (empat ) damn 1Ear keempat sebagai dokumen
' arsip Camat. -‘

g

Camnat di wilayah. -

ng di ajukanoleh

AN
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a. Laporan realisasi pen, erapan dan Capai;:m Output Dana Desa tahap I
 dan tahap Il tahun anggaran 2020; o
.. |
b. Surat‘pertanggunjawa}!)an tahap 1 dan tahap II tahun anggaran 2020 .
yang telah dibelanjakan; o
c. Kwitansi tanda ten'ma"Dana Desa dari Bupati yang tandatangani oleh
kepala Desa dan Kaur Keuangan;

d. Berita acara pemeriksaan dari Tim pengawas Pengelolaan Dana Desa-
sebagaimana dimaksu:c'l dalam Pasal 17 ayat (2) yang menyatakan -
bahwa tingkat penyelesaian pekerjaan tahap I dan tahap I tahun .
anggran 2020 telah mencapai 100% {seratus per s'eratus)' sesuai- -

dengan Rencana Fmggllml Biaya dan/ateu Gambar,

e. Foto kopi RKD dan

f. Foto kopi Peraturan. |Bupati tentang Tata cara Pembangian dan o
Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Mamuju Tahun Angpgaran
2020; - : ‘

Masing-masing rangkap 2| (dua) dan lembar kedua sebagai dokurmen arsip
camat. )

(2) Camat mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada. ayat
(1) kepada Bupati dengen ?elampiri : ,

a. Rekapitulasi nomor RKD dan besaran Dana Desa yang diajukan oleh
. Desa; | :

b.Berita Acara hasil - verifikasi kelengkapan pcrmohonan penyaluran
‘Dana Desa; : '

"+ ¢, Surat pemyataaﬁ tanggung jawab belanja dari Camat; ds'Tn . , Rt
~ d. Foto kopi Buku rekgnirﬂg Bank yang dikerjasamakan oleb dzerah. e

" Masing-masing rangkap 4 (empat) dan lembar kecmpat seblagai dokumens
arsip Camat. o

o

' Bagian Kedua 2
*\

Pencairan (Jd [
Pasal Zé g

{1} Proses pencairan Dana Desa dari RKD dapa dilakukan jika Pelaksana
;o kegiatan anggaran Dana Desa mengajukan penc:airan untuk
melaksarakan kegiatan |yang ‘dinilai prioritas berdasarkan DPA yang

telah disetiijui Kepala Desa. |

- {2). Dalam proses pencairan| Dana Desa sebagajmana dimaksud pada ayat

- (1) harus disertai dengan dokumen antara lain Gambar. Desain

. dan/atau Réncana Anggdran Biaya masing-masing kegiata'n. e
L |(3) Gambar Desain dan/ali':au Rencana Anggaran Biaya | sebagaimana:
dimaksud pada ayat (2} di verifikasi oleh Sekretaris Desa ldan disalikan
b K oleh kepala Desa. . ) '
¥ [4) Pelaksana kegiatan Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
‘ ayat 1 bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang

| ' memnyebabkan atas béban anggaran belanja kegiz'atan dengan -

mempergunalkan bulﬂ:i kag pembantu kegigton sebagai -
pertanggungiawaban pelaksanaan kegiatan di Desa. s
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1 : Pasal 29 ”ﬂ( R
' (1) Kaur dan Kasi sebagail pelaksana kegiatan arggaran melaksanakan:
' kegiatan berdasarkan'DPA yang telah disetujui Kepala Desa. e
{2} Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran Dana Desa tengajitian:

" .SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode
. yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besAr atauw Rurang.
| dari yang tertera dalam DPA. , AT
(3) Pengajuan SPP wajib menyertakan Qambar Deszin dan/atau Rencana
Anggaran Biaya, laporan perkembangan pelaksanaan| kegiatan dan.

anggaran ,
{4) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (I tidak boleh dilakukan sebelum
Barang dan/atau J asa diterima kecuali untuk pembayaran Upah
" kegiatan Padat Karya Tunai.

' | (5) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana
: dimaksud pada ayat (2)iuntuk kegi.tan Pengadaan Barang/Jasa secara

_swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja. i ST

.(6) Dalam hal pembayaran jpengadaan barang/Jasa belum dilakukan dalam. -

: waktu 10 (sepulub) hari kerja, kaur dan kasi pelaksanaan kegiatan 7
anggaran Dana Desa wajib mengembalikan dana yang sudah diterima ..

' kepada kaur keuanganu‘{untuk disimpan dalam kas Desa. - T

(7} Dalam hal jumlah rea]ilsasi pengeluaran pembayaran barang/jasa Iebil
kecil dari Jumlah uaihg yang diterima, Kaur dan Kasi -pelaksana.
kegiatan anggaran Dana Desa mengembalikan sisa uang'ke kas Desa.

x
g

(8) Pengajuan SPP untuk Kkegiatan Pengadaan Bara}ng/Jasa yang
*  seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan
. setelah baramng/jasa Citerima. '

(9) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri: Caw
" a. Surat pernyataan ta.lhggung jawab belanja; dan LT
b. Lampiran bukt pencrimaan barang/jasa ditcmpat. | T Tk

Pasal 30 A%

(1) . Dalam pengajuan SPP lsebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2),
- Sekretaris Desa berkewajiban untuk : S
a. Mereliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh

pelaksana kegiatan anggaran;

b. Menguji kebenaran| perhitungan tagihan atas beban APBDes yang
_tercantum dalam permintaan pembayaran;

" ¢. Menguii ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan

d. Menolak pengajualn permintaan. pembayaran oleh pelaksanaan
kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

| (2) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana

. dimaksud pada ayat (I}, kepala Desa menyetujui  permintaan
pembayaran dengan menerbitkan surat perintah membayar kepada | .

.. Kaur Keuangan untuk melakukan penarikan dana dari Rekening Kas " °
Desa. | S LT

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebapaimana dimaksud pada-ayat {2}
selanjutnya Kaur Ke'ualngan melakukan pencatatan pen'geluamn.._ R

[ _ e
1 " o
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Pasal 3 Al

Kaur Keuangan sebagai petlﬁgas Wajib Pungut pajak Penghalsilan {(PPh) dan. -
pajak lainnya di Desa, wajib menyetorkan seluruh peuierimaan potongan Adan " |
:pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesual dengan ketemtuan - - .
peraturzn perundang-undangan, S
i BABV]
MEKANISME PENGELOLAAN
' . Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 52 apn o

(1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesusi

. -dengan.: kewenangannya dquan memgacu pada| perencanaan

' pembzngunan Daerah. :

(2)- Perenicanaan Pembangulnan'Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
* ’disusun melalui RKP Desa. |

(3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar
penyusunan APBDes yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

. Pasal 36 T\

(1) Kepala Desa harus membag1 habis setiap program kegiatan pengelolaan

+  Dana Desa yang telah| ditetapkan dalam APBDes dani menyerahkan
pelaksanaannya kepada Kepala Seksi atau Kepala Urusan sesuai
dengan tugas pokok da:ll fungsinya. e

e
RRCT

(2) Kepala Seksi atau kepala Urusan sebagainana dimaksud pada ayat (l]." S
berkedudukan sebagai |Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana .«,;, ‘
Desa herdasarkan Kepl.lltum kepala Desa. | _ o o L

(3) Ketua Tim Pelaksana kegiatan sebagaimara dimaksud, pada ayat {2)
.menyelesaikan rencana|Anggaran Biaya dan/atau Gambar detail setiap
kegiatan. Dana Desa | paling lambat 30 (tiga puluh) hari scjak
ditetapkannya APB Des:’

(4) Gambar Desain dan/atau rencana Anggaran Blaya sebagaimana

' dimaksud pada ayat (3)| ditandatangani olch Tim Perenca.na Teknis Desa
atau Petugas Teknis, dan Ketua Tim Pelaksana Keglatan Dana Desa,
yang diverifikasi oleh Sekretans Desa dan disetujui oleh kepala Desa.

Keangnotaan Tim T’nrﬂncana Telmis Desa sebagaimans dimaksud pada
ayat (4) berasal dari kader perencana teknis Desa.

(6) Petugas Teknis sebaga:mana dimaksud pada ayat {4) berasal dari temaga . .
yang mempunyai kem'a.mpuan atau keahlian dibldang teknik ataun ..
tenaga yang telah mengkuu pelatihan khusus tentang tata cara dan
ketentuan teknis penyusunan Desain dzn recana Anggaran Blaya
kegiatan swakelola di Dlesa -y

(7) Tim Perencana Teknis Desa atau Petugas Teknis sebagajmana
' dimaksud pada ayat (5) dam ayat (6) ditetapkan oleh kepala Desa
berdasarkan hasil Musyawarah Desa.

—
- n
-

|
|
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| e
Pasal 3¢ "1 |
(1) Dana Desa yang telah dialokasikan dalam rencana ﬁmggaran Biaya T
4 sebagaimana dimaksud|dalam Pasal 33 ayat (4), tidak boleh. dﬂmrang:.. L
atau ditambah dari dan/atau untuk alokasi lainnya. BoaS

: "[2) Dalam hal rerdapat k\,kurangan rdana sebagaimana dimaksud pada aya:t;--
85 (1) dapat dilakukan revisi Gambar Desain dan/atau Rencane Angmaran:
Biaya atau ditambah de nga.n swadaya masyarakat. -

g (3) .Dalam hal terdapat sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (l),; py
: dapat digunakan untuk penyempurnaan dan penambahan keglatan dan
harus dnnusyawara.hkan

(4) Dalam hal sisa dana sebagaimana dlmaksud pada |ayat (3) yang
disebabkan pekerjaan yang belum bisa diselesaikan sampai akhir tahun
aripgaran, harus dicatat sebagai SILPA untuk diselesaikan pada tahun

berikuinya. o

_(5)' Dana Desa untuk Pembangunan Desa tidak dapat digunakam umtuk = .
' membayar ganti rugi.

N Bagiah Kedua
Pelaksanaan

Pasal 35. f"‘:\vl

(1} Keg1atan pengelolaan Dana Desa dapat dilaksanakan jika Kepala Desa -
sudah menetapkan Surat Perintah Kerja untuk Ketua |Tim Pelaksana
Kegiatan Anggaran Dana Desa sebaga:mana dimaksud dalam Pasal 33

"« ayat (2)

|
{2) Sumt perintah Kerja sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1) antara lain
memuat :
a. Nama kegLatan/peke:jaan
* b. Besaran Dana Desa yang dikclols;
c. Tugas dan tanggung Jawab para pihak;
. d. Konektivitas pekerjadn;
* e.. Pekerjaan tidak dapat dialihkan;
. ‘Standar kahar (force majeure); dan
g. Standar kebutuhan dan syarat umum.

- . . | - Bagian Ketiga
Pembentukan Tim Pclaksana Kegiatan
Pasal 36 -1 X

| {1) Kepala Desa rnenetapkan Tim Pelaksana kegiatan Anggaran Dana Desa
*°  -bidang:

a. Pembangunan Desa; dan | : A
. b. Pemberdayaan Masyarakat Desa. |

, (2) Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada. ayat [H
berdasarkan usulan saa’lc penyusunan RKP Desa,.

S T e e e
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" /(3) Tim Pelaksana Kegiatan|Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud,

pada ayat (1) bescrta honorariumnya ditctapkan dengan Keputusa
Kepala Desa. :
Paragraf 1
" Susunan Keanggotaan
pasal 37 ™6

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan Aggaran Dana Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (Iy terdiri atas:
a. Pemgsmne jawab : Kepala Desa:

b. Koordinator :Sek;retans Desa; o
c. Ketua - Kaur atau Kasi yang diusulkan pati-a saat
' o peniyusunan RKP Data;
' |d. Sekretaris o :Perangkat Desa/lembaga. Kemasya:akatan Desa
; (LMPD/RT/RW/Karang Taruna/Tim  Penggerak
- PKK Desa)tokoh Masyarakat,
e. .Angpota ' : Perangkat Desa dan/atau Lembaga

‘ Kemasyarakatan Desa (LPMD/RT/RW/Karang
L ; Taruna/ Tim Penggerak PKK Desa) dan /atau Tokoh
Masyarakat :

Paragraf 2
Tugas

»
P

‘ ) . Pasal 38 7%) L
(1) Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud -dalam Pasal 36 ayat (I}:
mempunyai tugas: k

&, Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban." "
. anggaran belanja sesual bidang tugasnyz;

b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuaz_blda.ng tugasnya;
¢. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;

d. Menyusun DPA. Dokumen Pelaksanaan Perubahan fi&nggaran, dan
Dokumen Pelaksanaan|Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;

e. Menandatangani peljan_]lan kerja sama dengan penyedia atas
. Pengadaan Barang/J asa untuk kegiatan yang berada dalam bidang

tugaanya; Gan s

f. Menyusun laporan pelaxsanaan ‘kegiatan sesuai bidang tugasnya-
untuk pertanggung Jawaba.n pelaksanaan APBDes.

DPA sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d terdiri atas :
a. Rénca.na kegiatan dan Anggaran Desa;
b. Renicana kerja kegiatan Desa; dan

' ' ¢, Rencana anggaran biay‘a‘

1{3) Rencana keg:atan dan Anggaran Desa sebagaimana dJmaksud pada, ayat
(2) huruf a merinci setuap kegiatan, anggaran yang dlsed1aka.n, dan.
' rencana penarikan dana untux kegiatan yang telah dlanggarxan
N 1 SRR
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(4} Renéana Kerja kegiatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) httmi

b merinci lokasi, volumci' biaya, sasaran, waktu pclaksa.naan kegiatan,
pelaksana kegmtan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan. .

{5) Rencana Anggaran Biayd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf -}
merinci satuan harga unfuk setiap kegiatan. : oz

Pasal 39 q;\( : £ ?.:.'

B (1). Tim Pelaksana kegiatan Anggaran Dana Desa Bidang Pembangunan

Desa -sebagaimana dlmaslud dalam Pasal 36 ayat (2} huruf o mempuyai
tugs:
a. Mengelola dan melakslélmkan kegiatan secara terbuka, melputi:
1. Penyusunan gambar Desain dan/atau rencana Anggaran Biaya
. ' -masing masing keglatan sesuai bidang tugasnya,; i
2. Penyiapan duku.men administrasi;
3. Mendatangani penanjmn kerjasama pengadaan bahan/jasa unmk
- kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
4, 'Mengkoordmasﬂ(aﬁ tenaga kerja.pembayaran insentif dan bahan
sesuai ketentuan; |
5. Memastikan bahwa tenaga kerja berasal dari Desa setempat; . R A
6. Mengelola adrmmstram dan penatausahaan keuangan. termasuk
pembuatan Surat Pcrtanggung]awaban
7. Pelaksanaan dan pengendalian kualitas pekerjaan; dan
8. .Pembuatan laporan progres pelaksanaan bulanan.
b. Menyelenggarakan Musyawarah Desa yang diperlukan, termasuk
. dalam rangka perubahan kegiatan jika terjadi peru bahan pekerjaan;

c. Menyelenggarakan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban
Dana Desa dan kemajuan pelaksanaan kegiatan | setiap tahap
pencairan dana melalui  pertemuan Musyawa.rah Desa dan ..

 menempeizan data i papan infrrmasi;

d. ‘Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungiawaban selaruh

' penggunaan Dana Desa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana
Desa kepada Desa;

e. Membuat dan/ atau menandatangani surat Perintah Keifja dan Surat
pernyataan Penyelesai!an Pelaksanaan Kegiatan kepadle kepala -D'esa;
dam

f. Membuat dan menandatangam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
dari Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran Dana |Desa Kepala
Desa.

(2) ’I‘im Pelaksana kegiatan | Anggaran Dana Desa Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)

huruf b mempunyai tugas :

-a. IMengelola dan melaksanakan kegiatan secara terbuka, meliputi:

1. - Membuat Rencana Anggaran Biaya untuk memanfaatkan bizya . ';...-' o
" . pelaksanaan kegLatan S

2. Penyiapan dokumen administrasi;

3. Pembuatan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan,. 5"
. penyediaan dan pengadaan bahan dan alat; : .
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4, Memastikan bahwa yang menjadi sasaran berasal dan Dm
' sctempat;

5. "Pengawasan dan‘pengendahan kuahtas pekerjaan; dan
6.. Pembuatan laporan bulanan.

b. Menyelenggarakan N’Iusvawarah Desa yang- dlperluka.n 'terma'mk :
dalam rangka, perubahan kegiatan jika terjadi peruba.lm preketjaan; |

| -¢. Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh
' penggunaan Dana-Désa dan hasil akhir pelaksanaan kegiatan Dana. - -
Desa kepala Desa;

'-d. Membuat dan/atan menﬂndatnngam Surat Perintah Kerjz dan
N Penyelesalan Pelaksanaan Kepala Desa; dan

e Membuat dan menandatangam Serah Terima Surat Pertyataarm:
Kegiatan kepada Berita Acara Pekerjaan dari Ketua Tim Pelaksana
- Kegiatan Anggaran Didna Desa kepala Desa. :

.
1
1

Bagian Keempat
' Fengadaan Rarang/J asa

' Pasal 40 ’l&%

(1) Pengadaan Barang/Jaoa dilakukan secara swakelola dengan
- memaksimalkan matenal/ bahan dari wilayah setempat.

. |{2) Pengadaan Barang/Jasa Isebaga:ma.na dimaksud pada ayat (1) yang tidak
| . dapat dilaksanakan secara swakeiola, baik sebagian maupun -
keseluruhan, dapat dﬂaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa yang; R
dJanggap mampu. . o

(3] Pelaksanaan kegiatan sebageumana dlmaksud pada ayat (1} dilakukan: - o
dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia baranf:/ jasa.

(4] Pelaksanaan kegiatan seéagalmana dimaksud pada ayat (2) diwtern A
melalui swakelola. akan _

|(5) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
- dilakukan dengan mema.ksunalkan penggunaan rnatenal/ bahan dari
wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan

masyarakat. setempat.

< (%) Dalam hal pelaksanaan| kegiatan tidak dapat dilaksanaksn melahd

# | swakelola, baik sebagian |maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh.

penyedia barang/j jasa | yang dianggap mampu dan memenuhi e
persyaratan. . Coel

Ay T N T N L T e

o R
T

T e

4

o ¥ B

Pasal 41 N

Pengadaan Barang/Jasa Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
‘berpedoman pada Peraturan! Bupati Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata
'|Cara Pcngadaan Barang/Jasa di Desa. . :
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Bagian Kelima:
Penalausatiaan
Pasal 42 \,\.0'

aalat

(1) Pena:tausahaan yang meliputi menerima, menynnpan, f_.,? L
menyetor/ membayar keg1atan ‘pengelolaan Dana Desa dﬂa-kukan oleh L
. Kaur Keuangan. . S

(2} Kauar Keuangan sebagalmana dimaksud pada ayzt (1) wa31b melakukan
pencatatan setiap penenrnaan dan pengeluaran serta melakukan tutup
buku setiap akhir bulan secara tertib.

' (3) Penerimaan dan pengelua_ran sebagaimana dimaksud |pada ayal (2)
menggunakan:

a.. Buku kas umum; '
L b. Bukn kas pembantu pajak; dan
qr . ¢. Buku bank.

(4) Kaur Keuangan sebagamqana dimaksud pada ayat (]) WaJ1b
mempertanggun.awabkan uang melalui laporan penanggung]awabm
(5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayal (4)

disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

Pasal 43 ‘\\ - ' S .

(1) Kaur Keuangan sebagannana dimaksud dalarm Pasal 42 ayat () dibantu
oleh Sekretaris Pelaksana.an kegiatan Anggaran Dana Desa.

(2) Sekretaris sebagannana dimaksud pada ayat (1) bertus'gas memba:ntu
Kaur Keuangan dalam |mencatat setiap penerimaan cian pengeluaran:

«|  keuangan keglatan pengelolaan Dana Desa dalam Buku IKas Pembantu .
unmk masing masing keg1atan berikut bukt traksaksmya.

(3} Bukti traksaksi sebagaupana dimaksud pada ayat (2) antara lain: nota,
. surat Jalan. lembar absen31 tenaga kerja memastikan arsip dokumen
proses Pengadaan Barang dan Jasa berikut surat perjanjian pe_ngadaa.n

"
e T T gt e ek R T T #
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dan lain-lain. ._

i ‘Bagian keenam .
%f Evaluasi dan Pelaporan
i Pasal4s WU

(1) kepala Desa mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaa:n Dana
Desa yang telah dﬂaksan9kan oleh Tim Pelaksana keglatan Anggaran
Dana Desa setiap bulan, setelah cdanya proses pencdiran Tahap I,
Tahap II dan Tahap III.

(2) Hasil evaluasi kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ())
disampaikan kepada Camat melalui Tim Pengendali Dana, Desa paling
lambat tanggal 10 bulan 3er1kutnva

(3) Tim Pengendali Dana .Desa sebagaimana - dimaksud pada ayat (2) T
' dibemntuk oleh Camat.

,_-‘.
= LS
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Pasal 45 \Q\

(1] Tim Pengendali Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat
‘ (3) mengadakan evaluasi terhadap realisasi penggunaan Dana Desa yang
telah dilaksanakan oleh Tun Pelaksana keglatan Anggaran Dzma Desa
setiap bulan, setelah adanya proses pencairan tahap I,| tahap II dan
Tahap III. |

(2) Hasil evakuas1 Tim Pengendah Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

‘ayat '(1), disampajkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat
tanggal 10 bulan berikutnya. :
-; .'| Bagian Ketujuh
Tahap Pertanggungjawaban
; Pasal 46 S\’
[ e : . ,
:l § (1) Kepala Desa selaku PKPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan
- . penggunaan Dana Desa. |
2) Pertanggun.awaban Kepala Desa sebagaimana d1maksud‘ pada ayat (1)
melipu : . ‘
: ) &l enggunaan dana berdasarkan Rencana Anggeran Biaya dan/atau

J
b. Reahsam pemba.ngunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan
Reéncana Anggaran B1aya dan/atau Gambar; ‘

c. Penatausahaan keuangan Dana Desa,

* d. Waktu penyelesaian kchiatan sesuai dengan batas waktn yang telah e
ditetapkan; dan v

.| e Penyampaian laporan| penggunaan Dana Desa dﬂaléukan 'mel'alui

. Musyawarah Desa | Pertanggungjawaban bersamaan dengan ..
.pelaksanaan Laporan Realisasi APB Desa denpan wakiu yang telah
ditetapkan. - ' L

. Pasal 47 ?\‘f’ '

(1) Dalam hal penggunaan Dana. Desa harus dilakukan |secara tertib,
efektif dan efisien sesuai Rencana Anggaran Biaya dan /l atau Gambar,
serta dilaksanakan| secara, transparan dan dapat

‘ dipertanggungjawabkan' secara teknis dan administrasi sesuai

i 1 ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Penggunaan Dana Dasa sebagaimana dimaksud pada ayat {(2) harus.

; dilakukan tepat waktu,| tepat sasaran, dan tepat 11.1m_la_h sebagaimans

L3 dimaksud dalam Rencana Anggaran Biaya dan/ atau Gambar. .
z . o . BAB VIt

‘% ° e T e 'PENDJ,;'\MPINGAN-_' ‘

Pasal 48 Wl

(1} Pendampingan masyara.kat Desa, dilaksanakan secara berjenjang untuk
| . memberdayakan dan memperkuat Desa.

. ‘(2) Pendampingan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada gyat ( 1)
' sesuai dengai kebu‘u.l?cm yang didasarkan pada kuﬂdlSl geografis. -
wilayah, nilai APBDes, dan cakupan Kegiatan yang d1dampmg1.
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3).

‘Pemerintah Daerah, | Kecamatan dan Pemerintah Desa melakukan .
upaya Pcmberdayaar aan Masyarakat Desa melalui p-.rdammgan Dana. :
Desa yang berkelanjutan termasuk dalam hal penyed:aan sumber: daya

>
e

g e e g e

———
——

manusm ‘dan manejemen

‘Pasal 49 v\"(

_PEnda.mpmgan masya.rakat Desa secara tekmnis cﬁ ]
. DPMD dan dapat dabantu oleh :

_a_.. . Tenaga pendamping profesmna_l;
b. Kader Pemberdqyaan Masyarakat Desa; dan/atan
é. Pihak ketiga.

s
e

_Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

“huruf a meliputi :
a. Pendamping lokal Desa;
. 'B.- Pendamping Desai; dan ‘
e Pendamping ahli pemberdayaan masyarakat.
Kader Pemberdayaan| Masyarakat Desa sebagaimana.

untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta
prakarsa, pam$1pa31,! dan swadaya gotong royong.

\
. Begian Kesatu
endamping Lokal Desa

L
|
| Pasal 50 V\Tﬁ

menggerakkan - -

aksanalan dléh

byt

dvmaksud pada B
ayat (1) huruf b berasal dari unsJar masyarakat yang dipilit oleh Desa

Pendamping lokal Desa sebagaimana dimasud dalam Pasal 49 ayat (2] e

huruf a berkedudukan di Desa.

.Pendamping lokal Desa sebagaimana dimaksud vada ayat (1) bertuzas
enntaha.n Desz, -
Kerjasama Desa dan Pengembangan BUMDesa dan Pembangunan Varg

untuk medampingi Desa dalam penyelenggaraan Pem

bersekala lokal Desa, i

Tugas Pendamping Lokal Desa sebagzimana dimaksu
‘meliputi:
4. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pel

pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan
.Masyarakat Desa;;

Mendampingi Lesa dalam melaksanakan pengelo
- - sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa,
-sumber daya ala_m dan teknologi Tepat Guna,

aksanaan dan
Pemberdayaan

laan pelayanan
pendayagunaan
pembangunan

| . sarana dan prasarana Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

kemasyarakatan | Desa dalam  hal

e Pemberdayaan Masyarakat Desa;
" Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok m:
Melakukan peningkatan kapasitas bagi kader

. -Desayangbaru
. \

|

|

Melakukan peningkatan kapasitas bagi Pemennta.h Desa, lembaga
pembangunan

dan

d pada ayat {2} ..

1syarakatDesa.,
Pemberdayaan;
Masyarakat Desa.|dan mendorong terciptanya kader Pembangunarmn:
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@

(1)

(2

(3)

 .-. kepada Pemenntah Daerah.

(1)
. b berkedudukan di Kecamatan
- Pendamping Desa sebagaama.na dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk

' @3)
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f.- Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan ﬁerdesa:an .

" 'sceara partisipatif; 'dan

B ‘Melakukan koordmas1 pendampmgan di tingkat kecamatan dan.

memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat

Bagian kedua
Pendamping Desa

Pasal 51 . \,\%

Pendarnping Desa sebagalma dimaksud dalam Pasal 49 ayat {2) huruf

mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Kerjasama Desa dan Pengembangan BUMDesa dan Pembangunan yang
berskala Lokal Desa. -

Tugas pendamping Desa sebagaimana pada ayat (2) mehpuu

- a. Mendampingi Desa dalam perencanaan. Ppelaksanaan dan

" pemantauan terh.l-xdap Pembangunan Desa dan |Pemberdayaan
Masyarakat Desa;

+ b, - Mendampingi ‘Desa dalam melaksarakan p;,ngelolaan pelayanan

sosial dasar, pengembangan ekonomi Desa, pendayagunaan
- sumber daya alam|, dan teknologi tepat guna, pemba.ngunan sarana
dan prasarana Desa , dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,

c. Melakukan penmgL.katan kapasitas bagi Pemerintah| Desa, lembaga .
: kemasyarakatan | Desa dalam hal pembangunan dan -

Pemberdayaan Masyara.kat Desa,
d. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok
masyarakat Desa,

g.‘ . Melakukan peningkatan kapasn'as bagi Kader |Pemberdayaan: ]
Masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader Pemnanglman'_ A

'Desa yang baru.

{f. Mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan

" secara partisipatif;! dan
g, Melakukan koordinasi pendampingan di tingkat kecamatan dan
. metnfasilitasi lapofran pelaksanaan pendampingat | Camal kepadea
Pemerintah Daerah.

Bagian Keliga
Pcndamping Ahli Pembcrdayaan Masyarakat

Pasal 52 &

Pendamping ahh pemberdayaan masyarakat sebagalmana dimaksud:
dalam Pasal 49 ayat (2) huruf ¢ berkedudukan di Daerah.

Pendamping ahli pemberdayaan masyarakat sebagam!tana dimaksud.
pada ayat (I bertugas untuk memngkatkan kapamtas tenaga
pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemenntahan Desa.
pelaksanaan Pembangunan Dcsa, pembinaan kemasyarakatan Desa;
dan Pemberdayaan Ma&yarakat Desa. \

Pendamping ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimnaksud,
pada ayat (2) terdiri dari :




)

Pembmaan pengendalian
dilakukan dengan membentuk :

a Timpembma Dana Desa,-[
b. Timpengendah Dana D‘es%,a; dan
c. Tim pengawas pengelolaan Dana Desa.

(1)

@ -

C.

Pendamping
mcningkatkan Xapasitas

. Pendamping al
. meningkatkan k

' . pengembangan e
' Pend~mnping akli

4C

i Pemberdayaan Masyarakat |

pengembangan kapasitas dan kaderisasi masyarak

tcnaga pondamping

hli  pembangunan

Desa;

_ 'Pendamping a.hu
. meningkatkan kapamtas tenaga. pendamping
konomi Desa berskala produltif;

pengembangan Teknologi Tepat Guna, bertugas
meningkatkan . 'kapasitas tenaga pendamping

pemberdayaan ekonomm L

partisipatii
" asitas tenaga pendamping dalam

dalam rangka

pengembangan” “dan pemantaatan tekmologi tepat guna untuk

- kemajuan ekonomi;
Pendamping ahli

kapasitas tenagay

infrastruktur Desa, bertugas

. pemeliharaan infrastruktur
kemampuan tekrﬁq dan sumber daya lo

Pendamping ahh pengembangan pelayana.n dasar, bertugas "

dalam

meningkatkan

pendamping dalam rangka pembangunan.dan
lingkungan
kal yang tersedla,, dan

berdasarkan:

meningkatkan kapas1tas tenaga pendamping ’da.lam rangka,

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

X Tim Pembina Dana Desa

Tim i’émbma ‘Dana [

BAB VII{

" Pasal53 \

' dan pengawasan penggunaanr

Bagian Kesatu

Pasal 54 qf\/

1 Dana

. peningkatan kuahtas dan akses terhadap pelayanan dasar.

ditetapkan dengan Keplitusan Bupati.
Tim Pembina sebaga:ma.na dlmaksud pada ayat (1) mempurnyai tugas:.

a.

b, -
T

d.;

Desa sebagaimana dalam Pasal 53 huruf a

Menyusun pedoman tentang pengelolaan penggunaan Dana Desa;

Melakukan pembmaan, penjawasan, pemantauan/momtonng

Memberikan tegu

“dan evaluam terhadap pelaknanaan penggunaan Dana Desa; .

’ _-_"Mengevaluam laporan perkembangan realisasi penggunaarn. Dam .
- Desa;

an kepada Desa tentang penggun&an Dana
* ‘Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan;




K >

(3)

(1)

huruf’ b ditetapkan
.~ keangpotaan sebagai bﬁ,nkut
‘& - Penanggung Jawab : Camat
b.” Koordinator,
c.

. 4., . Anggota

e. Menyusun lapo
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realisasi penyerapan dan Capa:a:n Outpu‘t

. Dana Dcsa ""pqda Kementerian dalam nogri dan Kementerian

: Desa, Pemban a.n Daerah Tertinggal dan Transnngras:.,dan

f.° Melakukan pemansaan terhadap kemajuan penggunaan Dang -+ .
-~ Desa bidang Pembangunan Dana Desa bidang| Pemberdayaan

Masyarakat Desa! -

Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim |Pembina Dana

Desa sebaga:mana djmaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretarist.

1

b

“fm Pengendali Dana Desa

e

Tim pengendali Dana

Ketua

1 Kepala Sek31 Tata Pemerintahan Kecamatan.
2, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban kecanmtan
3. Kepala Seksi Plemberdayaan Masyarakat Desa, Kecamam

T1m Pengendali sebagaimana dimaksud pada. ayat (1) mempunyai: mgaé'~'

a. . Melakukan sosialisasi, bimbingan teknis adnnmstram dan tekmis; .
dari proses penyusunan Rencana Anggaran. -
Biaya dan/atau Gambar, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan...
asye:ak..t penatanuisahaan keua...gan dan

operasional mulai

. pemberdayaan m

Bagnan Kedua

Pasal 55 G

Desa sebagaimana dimaksud dalzm Pasal 53

dengan keputusan Camat, dengan susunan:

: Sekretans Kecamatan,
": Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunahn
Kecamatan,

' p;rtanggun.awabannya kepada Tim Pelaksana kegiatan Anggaran

Dana Desa;

b. Melakukan pengendalian pelaksanaan dan mernantau kemajuan
.. pengunaan Dana Desa sesuai dengan Rencanana Anggaran Biaya

-.Gan/atau Gambar; |

¢. Memberikan teguran kepada Tim Pelaksana Keglatan Anggaran
Dana Desa sebagalmara dimaksud pada hurlu,f a apabila

p -

" Mengevaluasi dant

_ kegiatannya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaporkan realisasi penggunaan Dana Desa -

yang berasal dari Desa setiap bulan kepada Camat, selanjutnya o

Camat melaporkan

_-Bupati.

kepada Bupati melalui DPMD; dan

e Melaksanakan verifikasi dan membuat Berta Acara kelengkapan
permohonan penyaluran Dana Desa dari Kepala| Desa Lkepada
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Bagian Ketiga
Tim Pergawas Pengelolaan Dana Desa

| | | Pasal 56 (A

{1} Tim Pengawas Pengelqlaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam;
Pasal 53 huruf c dibentuk dari unsur BPD dan ditetapkan dengan’ .

'Keputusan BPD, ! S

(2) Tim Pengawas sebétgajmana dimaksud pada ayat (I) mempunyai tugas:

a. Mengawasi secaraiinternal setiap progtam kegiatan pengelolaan
Dana Desa dengan berpedoman pada Rencana Anggaran Biaya
_dan/atau Gambar|yang teiah ditetapkan dan menyusun Berita
" Acara hasil penyelesaian Pekerjaan sesuai dengan Rencana
' Anggaran Biaya dan/atau Gambar; dan

b. Melaporkan hasil p?laksanaan tugas dan tanggung j:ﬁwabnya setap
bulan kepada kepala Desa selaku PKPKD selanjutnya akan di° | | -
~ sampaikan kepada Tim Pengendali Dania Desa. ' :

BABVII [x
BIAYA UMUM

| Pasai57 €&

(1) Tim Palaksana Kegiataz? Anggaran Dana Desg sebagaimiana dimaksud

.~ dalain Pasal 36 ayat (]) ci:lapa.t mengalokasikan biaya urmum: pengelolaan
Dana Desa paling bany%k 4% (empat per seratus) dari besarnya alokasi .

« danm dari setiap prograrp kegiatan yang ditetapkan,

(2) Biaya umum setiap |program kegiatem pengelolazn| Dana Dess -
sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) antara lain digunakan umtuk: :
a. Biaya Musy: A Desa, antara lain untuk penyusuman

perencanaan/persiapan - pelaksanan pembangunan: dan
Pemberdayaan Maéyarakat Desa dan evaluasi| pelaksanaan

~ -kegiatan; ‘
b. Biaya pembuatan Bencana Anggaran Biaya dan/atau CGambar |
bidang Pembangunan Desa. dan Peraberdayaan Masyarakat Desa; - =,
¢, Biaya péﬁatausahaaTn Keuangan. Surat Penanggungjawaban, dan
: pembuatan pelapora?; '

d. Biaya dokumentasi‘dgén pembuatan papan nama kegiatan;

-e. -Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Anggaran | Dana Desa
: sebagaimana dimaksud pada ayat (1}; dain

1. “Honorariurn Tim ; engawas pengelolaan Desa |sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (1).

(3) Honmorarium Tim Pengawas Pengelola Dana Desa sebagaimana
: dimaksud pada ayat (2)| huruf f dialokasikan senilai 0,5% (nol koma
lima per seratus )Dana | yang diambil dari biaya umum pengelolaan -
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Setiap program

|




“EA\ 3, "

-

~ Bupati ini dengan penempat.

Agar setiap orang :mengctahll.l
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58 @b

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

inya, memerintahkan pengundalngan Peraturan
nnya dalam Berita Daerah Kabu

Diundangkan di Mamuju

pada tanggal /@ mairet - 2020

KABUPATEN MAMUJU

&

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2020 NOMOR ..a.

Ditetajakan di_Mamujlli .
pada tanggal 10 MALET

_BUPATI MAMUJU, |

paten Mamuju

2020.



